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AKSELERASI PROSES LEGAL DRAFTING MELALUI PENYEMPURNAAN
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Kementerian Pertanian RI, Kepala Subbagian Peraturan Perundang —undangan
Sekretariat Jenderal

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Abstrak

Aksi Perubahan ini berjudul “Akselerasi Proses Legal Drafting Melalui
Penyempurnaan Pedoman Penyusunan Produk Hukum?”. Tujuan AKksi
Perubahan ini adalah bertujuan untuk menciptakan pembentukan produk
hokum yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan
standar yang mengikat unit kerja dilingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.
Akselerasi Proses Legal Drafting yang dimaksud diatas adalah kegiatan
penyempurnaan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR
RI. Dalam rangka reformasi birokrasi di area Penataan peraturan perundang-
undangan yang diterbitkan MPR RI dan Sekretariat Jenderal dengan rencana
aksi berupa Sosialisasi Produk hukum MPR sebagai instrumen yang untuk
diketahui oleh seluruh unit kerja Sekretariat Jenderal dan Publik dengan
adanya pemberian layanan informasi peraturan perundang-undangan MPR RI
yang mudah diakses oleh semua unit kerja, serta sebagai acuan dan pedoman
dalam pengusulan produk hukum salah satu tugasnya melakukan penyiapan
bahan perumusan Kkebijakan dan pelaksanaan penyusunan peraturan
perundang — undangan, Keputusan Sekretariat Jenderal MPR dan Keputusan
Pimpinan MPR RI.

Kata Kunci: Peraturan Sekretariat Jenderal MPR RI; Pedoman Penyusunan dan
Evaluasi Produk Hukum; acuan dan tata aturan proses penyusunan produk
hukum bagi unitkerja Setjen MPR RI
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Legal drafting memiliki arti sebagai konsep dasar tentang
penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah
akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-
undangan yang diusulkan. Sedangkan pembentukan peraturan
perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-
undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan,
teknik  penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan,
pengundangan, dan penyebarluasan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan perundang-undangan
adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat
secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau
pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945, menyatakan
bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka segala hal yang
ada di Indonesia wajib dilandasi oleh aturan hukum. Amanat konstitusi
mengenai negara hukum di implementasikan melalui setiap produk
hukum yang dibentuk, salah satunya melalui pembentukan peraturan
perundang-undangan dalam rangka mengatur kehidupan berbangsa dan
bernegara. Sebagai suatu tools of social control, dibutuhkan proses legal
drafting yang baik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
guna menciptakan regulasi yang berkepastian, berkeadilan dan
berkemanfaatan.

Sebagai instansi pemerintah di Indonesia, Sekretariat Jenderal
MPR RI menjalankan setiap kegiatan kelembagaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-
undangan di Sekretariat Jenderal MPR RI dilakukan sebagai ketaatan
terhadap aturan serta pelaksanaan reformasi birokrasi dalam bidang
pembentukan kebijakan/regulasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan ini dilaksanakan dengan
penyederhanaan peraturan, mengeliminasi berbagai kebijakan/peraturan
yang akan menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan
pemberian pelayanan, serta melakukan pemetaan pada sejumlah
peraturan dinilai menghambat dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan
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organisasi. Selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sekretariat
Jenderal MPR RI juga telah membentuk aturan internal yaitu Peraturan
Sekretaris Jenderal MPR RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Produk Hukum.

Penyusunan produk hukum yang dilakukan membutuhkan
koordinasi antara unit kerja pengguna produk hukum dengan unit kerja
pembentuk produk hukum. Proses legal drafting yang baik, tentu
menghasilkan peraturan yang baik dan tepat sasaran. Sehingga mampu
mewujudkan kepastian hukum serta reformasi birokrasi yang baik pula
bagi Sekretariat Jenderal MPR RI. Namun, penyusunan produk hukum
tidak hanya sebatas pada proses legal drafting saja. Tahap perencanaan
dalam pembentukan produk hukum juga menjadi bagian penting dalam
menciptakan regulasi yang tepat sasaran. Perencanaan pembentukan
produk hukum dilaksanakan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu :

1) memberikan gambaran kebutuhan atau skala prioritas pembentukan
Produk Hukum;

2) memberikan gambaran substansi/materi yang akan diatur dalam
pembentukan Produk Hukum;

3) menghilangkan/meminimalisir tumpang tindih atau pemborosan; dan
4) memberikan acuan waktu dan sumber daya.

B. Area dan Fokus

Aksi perubahan akan diterapkan di Sekretariat Jenderal MPR RI
khusus nya pada Subbagian Peraturan Perundang-undangan,
selanjutnya disebut Subbag PUU, dengan fokus pada proses
penyempurnaan pedoman penyusunan produk hukum yang tertuang
dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Produk Hukum.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 4 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya di sebut
Persesjen OTK, dalam Pasal 20 menyebutkan bahwa Bagian Hukum
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Sekretariat Jenderal MPR RI memiliki satu Subbagian yang mengampu
penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan dalam ayat 1
Pasal 23 Persesjen OTK bahwa :

“‘Subbagian Peraturan Perundang - undangan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan

pelaksanaan penyusunan peraturan perundang - undangan,
Keputusan Sekretariat Jenderal MPR dan Keputusan Pimpinan MPR
RI1.”

Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dilaksanakan oleh
Subbagian Peraturan Perundang-Undangan, Selanjutnya disebut Subbag
PUU, dengan terus meningkatkan kualitas regulasi yang dibentuk.
Peningkatan kualitas regulasi Peraturan Perundang-Undangan ini
dilaksanakan dengan memperhatikan konsep berdasarkan dasar
filosofis, serta tingkat kebutuhan suatu peraturan perundang-undangan.
Konsep inilah yang nantinya akan mengarahkan peraturan perundang-
undangan yang dibentuk menjadi peraturan perundang-undangan yang
baik, terarah, memiliki keadilan, kepastian dan dapat mendistribusikan
manfaat. Upaya peningkatan kualitas regulasi telah dilakukan melalui
berbagai tindakan yang salah satunya melalui tahapan perencanaan.
Tahap perencanaan ini telah dilaksanakan dalam pembentukan
peraturan Sekretaris Jenderal.

Pada tahap perencanaan, Unit Kerja Eselon Il pengusul suatu
Peraturan Perundang-Undangan terlebih dahulu melakukan penelitian
dan pengkajian terhadap kebutuhan regulasi unit kerjanya dengan
mempertimbangkan aspek kegiatan yang akan dilaksanakan serta
ketersediaan anggaran. Namun belum semua unit kerja melaksanakan
tahapan perencanaan ini, terlihat dari belum di laksanakannya beberapa
ketentuan prosedur penyusunan produk hukum. Pengusulan penyusunan
produk hukum terkadang belum melampirkan kelengkapan data dan
prosedur. Hal ini terjadi karena belum lengkapnya regulasi yang
mengatur tentang prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan
di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI, sehingga belum semua unit
kerja di Sekretariat Jenderal MPR RI memahami mekanisme/tahapan
serta Batasan tanggung jawab unit pengusul dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan dengan jelas.

C. Tujuan Aksi Perubahan
Tujuan Umum Aksi Perubahan :

a. Melakukan Penyempurnaan Persenjen Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Pedoman Produk Hukum di lingkungan Setjen MPRI;
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b. Pedoman Produk Hukum tersebut sebagai acuan bagi unit kerja di
lingkungan Setjen MPR RI dalam mengusulkan produk hokum;

c. Keseragaman mekanisme penyusunan peraturan dalam membuat
regulasi sebagai dasar legal setiap kegiatan dengan pedoman
peraturan yang pasti, baku dan standar serta mengikat semua unit di
lingkungan setjen MPR RI;

d. Menghasilkan produk peraturan yang berkualitas serta menjamin
kepastian hukum demi terlaksananya pelayanan publik yang cepat.

1. Tujuan Jangka Pendek
Adanya Penyempurnaan Pedoman Penyusunan Produk Hukum di
lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI melalui aksi perubahan ini
ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal MPR RI

2. Tujuan Jangka Menengah

* Penetapan Penyempurnaan Pedoman Penyusunan Produk
Hukum menjadi acuan untuk setiap satuan kerja di lingungan
Sekretariat Jenderal MPR RI.

+ Keseragaman mekanisme penyusunan produk hukum yang
pasti, baku, dan standar serta mengikat semua Unit Kerja di
lingkungan Seretariat Jenderal MPR RI.

* Publikasi dan distribusi Produk Hukum lebih terkoordinisasi.

3. Tujuan Jangka Panjang

» Monitoring agar terciptanya peraturan perundang-undangan yang
berkualitas serta menjamin kepastian hukum demi terlaksananya
pelayanan publik yang cepat dan menjamin kesesuaian
Peraturan Perundang-undangan bidang pembentukan produk
hokum..

» Evaluasi terhadap pedoman penyusunan peraturan perundang-
undangan di Sekretariat Jenderal MPR RI diharapkan
Penyusunan Produk Hukum tertib, kondusif tidak tumpang tindih
sebagaimana di RB Pokja Penataan Peraturan Perundang —
undangan/Deregulasi.

D. Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat yang diharapkan dalam aksi perubahan ini, sebagai berikut :
1. Keseragaman mekanisme penyusunan produk hukum sebagai
dasar hukum setiap kegiatan dengan berpedoman pada
Persesjen tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum untuk
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regulasi yang pasti, baku, serta mengikat semua unit kerja di
lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.

2. Menghasilkan produk peraturan perundang-undangan yang
berkualitas serta menjamin  kepastian  hukum  demi
terlaksananya pelayanan publik yang cepat.

3. Pendistribusian produk hukum kepada unit kerja lebih
terkoordinisasi.

E. Adopsi dan Adaptasi Hasil Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan salah satu tahapan penting dalam hal
pematangan konsep yang telah dimiliki setiap peserta pelatihan, karena
dalam tahapan ini dilakukan perbandingan antara rencana yang telah
dibuat peserta dengan realita yang ada di lapangan. Kegiatan ini
membekali peserta pelatihan kepemimpinan pengawas dengan
mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan organisasi yang memiliki
Best Practice dalam pengelolaan program melalui pembelajaran
benchmarking knowledge replication dan knowledge customization.

Pelaksanaan kegiatan benchmarking Pelatihan Kepemimpinan
Pengawas Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian,
Kementerian Pertanian RI dilaksanakan secara virtual pada tanggal 4
April 2022 dengan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, Jawa
Tengabh.

Berdasarkan hasil analisa Benchmarking ke lokasi Best Practice
yaitu RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, Jawa Tengah yang
dilakukan pada tanggal 4 April 2022 dengan program inovasi yang
terkenal yaitu “Si Bina Cantik Bingit's” yang merupakan Akronim dari
Sistem Bridging SIM RSMS, BPJS dan INA-CBG’S Menuju Akuntalitas,
Transparansi dan Efesiensi Pelayanan Kesehatan JKN Secara Paripurna
Jaminan Bisa Langsung di Layani Cepat dan Klaim BPJS Akurat. Melalui
program “Si Bina Cantik Bingit’s” ini menjadikan RSUD Prof. Dr. Margono

Soekarjo Purwokerto sebagai Piloting Project Nasional.

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto melakukan inovasi
dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam
tatakelola sehari-hari yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi,
memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Adapun tujuan dikembangkannya inovasi ini untuk mempermudah
pelayanan publik melalui kemudahan, kecepatan dan Kketepatan
pelayanan. Inovasi yang dilakukan juga berkaitan dengan kemudahan
masyarakat mendapatkan akses pelayanan di rumah sakit, yaitu dengan
satu kali input untuk tiga sistem. Sebelum adanya inovasi “Si Bina Cantik
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Bingit's” ini, masyarakat yang akan mendapatkan akses pelayanan
kesehatan melakukan klaim secara manual dengan kertas. Namun
setelah adanya inovasi ini, pelayanan administrasi dilakukan berbasis
elektronik sehingga mengurangi kesalahan, mengurangi keterceceran
data serta pelaksanaan klaim lebih akurat.

Inovasi “Si Bina Cantik Bingits” yang dilakukan oleh RSUD Prof.
Dr. Margono Soekarjo Purwokerto ini berhasil membawa Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan Top 5 Outstanding
Achievement Servisce Innovation 2021 dari Kementrian Pendayagunaan

Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Adapun area perubahan untuk diadopsi dan diadaptasikan dari
hasil Studi Lapangan yang telah dilaksanakan di adopsi dengan instansi
atau unit kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Adapsi dan Adopsi kepemimpinan Studi Lapangan

kepemimpinan

pemimpin untuk
memetakan secara
tepat permasalahan
dan selanjutnya
memberikan solusi
yang inovatif atas
permasalahan yang
dihadapi

permohonan
pembuatan peraturan
sebagai dasar
kegiatan sesuai
anggaran dan
tujuannya

Mendukung
peningkatan
kompetensi pegawai
dengan
mengikutsertakan
BimTek dan
benchmarking

N | KEY SUCCES | LESSON LEARNT KONDISI UNIT KERJA ADOPSI &
o) FACTORS ADAPTASI
1. Peran Kemampuan Perbaikan proses Melakukan

identifikasi pemetaan
masalah yang
dianalisis
menggunakan
metode untuk
menentukan isu
prioritas yang akan
ditindaklanjuti melalui
aksi perubahan.

2. Strategi
komunikasi

Penerapan teknik
komunikasi asertif
untuk meyakinkan
seluruh
stakeholders.

Mengadakan rapat
dengan Tim Efektif
untuk menyampaikan
tujuan dan perlunya
penyempurnaan
pedoman penyusunan
produk hukum, serta
membahas konsep
peraturannya.

Memberikan
masukan kepada
Pimpinan dan
menjelaskan konsep
yang dimiliki
berdasarkan data
dukung serta
berupaya
meyakinkan urgensi
dan manfaat yang
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N | KEY SUCCES | LESSON LEARNT KONDISI UNIT KERJA ADOPSI &

o) FACTORS ADAPTASI
diperoleh melalui
inovasi yang
dilaksanakan.

3. Pemanfaatan Pemanfaatan 1. Mempercepat Pemanfaatan
teknologi teknologi informasi penyampaian teknologi dan
informasi untuk informasi, kepada informasi dalam

meningkatkan stakeholder terhadap | penyusunan produk
transparansi dan pembaharuan hukum dilakukan
akuntabilitas kinerja peraturan dengan
2. Efisiensi memanfaatkan
penyelenggaran media sms gateway
. . untuk melakukan
birokrasi belum . L .
. diseminasi informasi
sepenuhnya tercapai .
terkait proses dan
mekanisme
pengajuan dan
penyusunan produk
hukum kepada
stakeholders.
Inovasi Melakukan Sistem, proses dan Adaptasi perlu
4. pelayanan diagnosa prosedur belum dilakukan dari
organisasi, seluruhnya jelas, terukur, | kegiatan adopsi di
identifikasi potensi | transparan dan partisipatif | tempat lain yang
yang dimiliki, serta | (SOP/pedoman serta disesuaikan dengan
pemetaan pelibatan stakeholders budaya kerja dan
permasalahan yang | belum optimal) kebutuhan organisasi
dihadapi untuk SOP masih diatas kertas, | yakni Sekretariat
menciptakan praktek sifatnya business | Jenderal MPR RI
inovasi yang dapat | as usual, sehingga perlu sebagai supporting
menyelesaikan diformalkan kedalam system MPR RI
lebih dari satu peraturan Sekretaris dengan
permasalahan. Jenderal MPR RI mengoptimalkan
penyusunan
pedoman peraturan
perundang —
undangan.

5 Pelayanan Terciptanya Perlunya penguatan dan Optimalisasi proses

' Publik tatakelola optimalisasi regulasi penyusunan produk
pelayanan dimulai dari penyusunan hukum merupakan
kesehatan yang pedoman/SOP/acuan aspek penting yang
maksimal lainnya sesuai Tugas dan | menjadi bagian dari

Fungsi upaya menciptakan
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N | KEY SUCCES | LESSON LEARNT KONDISI UNIT KERJA ADOPSI &

o) FACTORS ADAPTASI
regulasi yang
kondusif.

Koordinasi Kerjasama yang Sebagai supporting Memberikan
6. dengan baik dengan system, Sekretariat penjelasan kepada
stakeholders pemerintah Daerah, | Jenderal MPR RI yang stakeholders
BPJS dan lebih luwes dan agak cair | mengenai outcome
Kemenkes merupakan merupakan dan benefit yang
modal untuk diperoleh dengan
memaksimalkan tujuan adanya inovasi,
organisasi, namu tetap antara lain meliputi:
menjaga profesionalitas. - terwujudnya
perubahan budaya
kinerja pegawai;
* meningkatnya nilai
Indeks Reformasi
Birokrasi
Manajemen Melaksanakan uji 1. Regulasi yang Melakukan
7. mutu coba sebelum kondusif agar perencanaan melalui

inovasi diterapkan

kreatifitas dan

identifikasi

dan selanjutnya inovasi bisa permasalahan,
melakukan berkembang menentukan isu
pendampingan dengan baik, prioritas,

dalam penerapan
inovasi agar dapat
diperoleh informasi
yang akurat dalam
rangka perbaikan
dan pengelolaan
mutu inovasi
layanan publik.

evaluasi peraturan
perundang-undangan
terkait agar peraturan
perundang-undangan
yang ada tidak
tumpang tindih dan
inkonsisten, serta
Partisipasi publik
diperlukan dalam
perumusan kebijakan

2. Jika peraturan yang
ada dianggap kurang
mendukung kebutuhan,

menganalisis
penyebab dan akar
masalah,
menentukan
alternatif solusi, serta
menetapkan isu yang
menjadi prioritas.

Tahapan kegiatan
dalam rangka aksi
perubahan
dilaksanakan
sebagai berikut:

) - Konsultasi
maka perlu dilakukan
. . dengan
sinkronisasi dan )
. mentor;
harmonisasi atas
peraturan tersebut - Pembentuka
n Tim Efektif;
- Rapat
koodinasi;
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- Penyusunan
Rencana

Kerja
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BAB Il
PROFIL KINERJA PELAYANAN

A Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

1. Struktur Organisasi:
Gambar 2.1 Struktur Sekretariat Jenderal MPR Rliat Jenderal MPR RI

Sekretaris
Jenderal

Inspektorat

Kelompok
Jabatan Fungsional

o Deputi Bidang
Deputi Bidang Administrasi Pengkajian dan Pemasyarakatan
Konstitusi

Biro Sumber Daya Biro
Manusia, Organisasi

dan Hukum

Biro Perencanaan B ool
Sekretariat

dan Keuangan

Biro Persidangan dan

Masyarakat dan Eeng e Pemasyarakatan Konstitusi

Sistem Informasi Konstitusi

Bagian Sumber Daya rencanaan Bagian Sistem Informasi
M i dan Data

Bagian Pemberitaan
Bagian Perbendaharaan dan Hubungan Antar
Lembaga

Baglan Sekretariat

----- Wakil Ketua MPR

Bagian Gaji dan Bagian Media Visual
Administrasi dan Audio Visual

Baglan Pemeliharaan, Sgin Peouslotats Bagian Sekretariat
Instalasi, dan Angkutan ajian cian Aspiras Badan Sosialisasi
: Hiedlani osialisas

Bagian Sekretariat
Wakil Ketua MPR It

Bagian Akuntansi Baglan Perpustak Bagian Sekretariat
ek Wlt" A

Baglan Sekretariat
Wakil Ketua MPR IV

Bagian Sekretariat
Wakil Ketua MPR V

Bagian Sekretariat
Wakil Ketua MPR VI

Bagian Sekretariat
Wakil Ketua MPR VIl

Bagian Sekretariat
Wakil Ketua MPR Vil

agian Sekretariat
Wakil Ketua MPR IX

Bagian Protokol
dan Upacar:

II

Baglan Tata Usaha

Pimpinan Sekretariat
Jenderal

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI Tahun 1945), MPR RI merupakan salah satu lembaga
yang bertugas sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas MPR RI berdasarkan
Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah
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diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, MPR RI
didukung oleh Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai supporting system.

Sekretariat Jenderal MPR RI, dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan dukungan administratif, keahlian, dan teknis kepada
MPR RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan
terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal di dukung
oleh seluruh komponen Struktur Organisasi di lingkungan Sekretariat
Jenderal MPR RI. Berdasarkan Persesjen OTK, Organisasi Sekretariat
Jenderal MPR RI terdiri dari 1 (satu) unit kerja yang diisi oleh Sekretaris
Jenderal, 2 (dua) unit kerja yang diisi oleh Deputi, 1 (satu) unit kerja yang
diisi oleh Inspektorat, 7 (tujuh) unit kerja yang diisi oleh Kepala Biro, dan
34 (tiga puluh empat) unit kerja yang diisi oleh Kepala Bagian. Sekretariat
Jenderal MPR RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan
administratif, keahlian, dan teknis kepada majelis dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur
dalam lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.

2. Visi Organisasi

Sekretariat Jenderal MPR RI merupakan instansi pemerintah yang
dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Pimpinan MPR RI. Sebagai lembaga
kesekretariatan jenderal yang memberikan dukungan teknis, administrasi
dan keahlian kepada MPR RI, Sekretariat Jenderal MPR RI menentukan
visi dan misi dalam penyusunan rencana strategis yang sejalan dengan
Visi dan Misi MPR RI.

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Sekretariat
Jenderal MPR merumuskan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Birokrasi Berkelas Dunia dalam melayani Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Alat Kelengkapan dan
Masyarakat”

Visi Sekretariat Jenderal MPR RI tahun 2020-2024 terdiri dari 3
(tiga) kata kunci, sebagai berikut:

1. Birokrasi berkelas dunia Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai
lembaga pemerintahan yang profesional dan berintegritas
tinggi, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada

Laporan Aksi Perubahan
“Akselerasi Proses Legal Drafting Melalui Penyempurnaan Pedoman Penyusunan
Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI ”

11



Pimpinan MPR RI, Anggota MPR RI, Alat Kelengkapan dan
Masyarakat. Manajemen pemerintahan yang demokratis agar
mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata
pemerintahan yang baik.

2. Melayani Pimpinan MPR RI, Anggota MPR Rl dan Alat
Kelengkapan. Sekretariat Jenderal MPR RI memberikan layanan
prima kepada Pimpinan MPR RI, Anggota MPR RI dan Alat
Kelengkapan untuk mendukung tugas dan wewenang konstitusional.
Memastikan layanan prima berkontribusi positif terhadap capaian
strategis MPR RI, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Melayani Masyarakat. Sekretariat Jenderal MPR RI memberikan
layanan publik yang prima berdasarkan asas penyelenggaraan
pelayanan publik, meliputi: kepentingan umum; kepastian hukum;
kesamaan hak dan kewajiban; keprofesionalan; paritisipatif;
persamaan perlakukan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas;
fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan
waktu; serta kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

3. Misi Organisasi

Misi Sekretariat Jenderal MPR RI merupakan rumusan umum
mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi
Sekretariat Jenderal MPR RI. Berdasarkan Visi Sekretariat Jenderal MPR
RI, berikut adalah misi yang akan dilakukan:

1. Memberikan layanan prima sesuai kebutuhan strategis MPR RI
dalam menjalankan tugas konstitusional.

Misi pertama dilaksanakan dalam rangka mendukung kata kunci
visi kedua yaitu Melayani Pimpinan MPR RI, Anggota MPR RI dan
Alat Kelengkapan. Layanan konstitusi yang dimaksud mencakup
layanan teknis, layanan administrasi dan layanan keahlian. Layanan
prima merupakan layanan yang diselenggarakan dengan standar
tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan harapan penerima layanan.

2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI
berdasarkan standar dan praktik terbaik nasional.

Misi kedua dilaksanakan dalam rangka mendukung kata kunci visi
pertama dan ketiga yaitu Birokrasi berkelas dunia dan Melayani
masyarakat. Sebagai Aparatur Pemerintah, Sekretariat Jenderal MPR
RI wajib untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat.
Penyelenggaraan layanan publik yang prima dapat terwujud jika
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Sekretariat Jenderal MPR RI memiliki tata kelola yang baik. Untuk
dapat mewujudkan tata kelola yang baik, Sekretariat Jenderal MPR RI
melaksanakan area perubahan Reformasi Birokrasi dengan
barometer,standar dan praktik terbaik di tingkat nasional.

4. Nilai-Nilai Organisasi

Sekretariat Jenderal MPR Rl menetapkan nilai-nilai organisasi nya

dengan 7 (tujuh) nilai, yaitu Humanis, Akuntabel, Responsif, Melayani,
Obyektif, Netral dan Integritas yang disingkat dengan kata “HARMONI/”.

a.

Humanis, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kerendahan hati,
persatuan, saling menghargai serta kerjasama dalam menjalankan
tugas untuk mewujudkan keserasian dan keselarasan lingkungan
kerja.

Akuntabel, dapat mempertanggungjawabkan segala pikiran,
perkataan, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Responsif, cepat tanggap, efektif, dan efisien dalam menjalankan
tugas dan kewajiban.

Melayani, memiliki komitmen dalam memberikan dukungan teknis,
administratif, dan substantif kepada MPR dan dukungan informative
kepada masyarakat.

Obyektif, mengedepankan profesionalisme dan etos kerja dalam
menjalankan kewajiban dan tanggung jawab.

Netral (tidak berpihak), tidak mempergunakan pengaruh demi
kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

Integritas, mengedepankan kejujuran, ketaatan terhadap kode etik
Sekretariat Jenderal MPR RI serta prinsip-prinsip etika, moral, norma
dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi Biro SDM, Organisasi, dan Hukum

| BIRO SDM, ORGANISASI, DAN HUKUM |

BAGI AN SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN HUKUM

BAGIAN ORGANISAS| DAN BAGIAN PERSURATAN DAN
TATA LAKSANA KEARSIPAN

—_—r - 1 | —Tt ]

SUBBAGIN ADMINISTRASI — — SUBBAGIAN PERATURAN [ SUBBAGIAN KEARSIPAN DAN
KEANGGOTAAN DAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIN ORGANISAS! PERUNDAN GAN DOKUMEN TASI

SUBBAGIAN FORMASI,
PENGEMBANGAN DAN JABATAN SUBBAGIAN TATA LAKSANA
FUNGSIONAL

— SUBBAGIAN ADVOKASI DAN '——— SUBBAGIAN PERSURATAN,
DOKUMENTASI HUKUM EKSPEDIS| DAN PENGGANDAAN

SUBBAGIAN KESEJAHTERAN DAN SUBBAGIN FASILITASI
LAYANAN KESEHATAN REFORMASI BIROKRASI

KELOMPOK JABATAN. ... |
EuMGSIONAL - |

Sebagai salah satu unit pendukung di Sekretariat Jenderal MPR

RI dalam memberikan pelayanan kepada MPR RI, Biro Sumber Daya
Manusia, Organisasi, dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan di bidang sumber daya
manusia, organisasi, tata laksana, hukum, dan kearsipan. Dalam
melaksanakan tugasnya, Biro Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi,
dan Hukum melaksanakan fungsi :

1.

perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Sumber Daya
Manusia, Organisasi, dan Hukum;

perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Sumber Daya
Manusia, Organisasi, dan Hukum;

perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro
Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum;

koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro
Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum;

perumusan kebijakan dan pelaksanaan administrasi keanggotaan dan
manajemen sumber daya manusia;

perumusan kebijakan dan pelaksanaan penataan organisasi,
ketatalaksanaan dan fasilitasi reformasi birokrasi;

perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan peraturan
perundang-undangan dan dokumen hukum, litigasi, pengelolaan
jaringan dokumentasi dan informasi hukum, dan bantuan hukum;
pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan; dan

penyusunan evaluasi dan pelaporan Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Hukum.
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Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum terdiri dari 4
(empat) bagian yang salah satunya adalah Bagian Hukum. Bagian Hukum
mengampu salah satu tugas dari Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan
Hukum dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan
pelaksanaan dukungan di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan
dan dokumen hukum, litigasi, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi
hukum, dan bantuan hukum.

Dalam pelasaksanaan tugasnya, Bagian hukum dan memiliki 4 (empat)
fungsi:

1. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Hukum;

2. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan peraturan
perundang-undangan, Keputusan Sekretaris Jenderal MPR RI, dan
Keputusan Pimpinan MPR RI;

3. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan advokasi hukum,
penyusunan telaahan hukum, analisa dan evaluasi peraturan dan
keputusan Sekretariat Jenderal serta pengelolaan administrasi, jaringan,
dokumentasi, dan informasi hukum, teknis yuridis penyusunan kontrak,
perjanjian kerja sama, nota kesepahaman bagi MPR dan sekretariat
jenderal; dan

4. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
di lingkungan Bagian Hukum.

Tugas dan fungsi bagian hukum tersebut dibagi pada 2 (dua)
Subbagian, yaitu Subbag PUU dan Subbag Advokasi dan Dokumentasi
Hukum. Dalam penyusunan peraturan Perundang-Undangan dilaksanakan
oleh Subbag PUU. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Persesjen OTK, Subbag
PUU mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan
dan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, Keputusan
Sekretaris Jenderal MPR RI, dan Keputusan Pimpinan MPR RI.

Subbag PUU mendukung tugas dan fungsi Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi dan Hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di
lingkungan MPR RI dan Sekretariat Jenderal MPR RI. Penilaian kinerja pada
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum tentu dipengaruhi juga
oleh kinerja Subbag PUU dalam membentuk produk hukum. Disamping itu,
dalam penilaian reformasi birokrasi, Subbag PUU juga mempengaruhi salah
satu aspek area perubahan reformasi birokrasi, yaitu pada area deregulasi
kebijakan. Sehingga menjadi penting untuk memperhatikan dan meningkatkan
kualitas pembentukan produk hukum pada Subbag PUU.

B. Kinerja Organisasi Sekarang

Proses pelaksanaan penyusunan produk hukum di Sekretariat
Jenderal MPR RI dilaksanakan berdasarkan Peraturan Sekretaris
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Jenderal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk
Hukum, yang selanjutnya disebut Persesjen Penyusunan Produk Hukum.
Dalam prakteknya beberapa ketentuan dalam Persesjen Produk hukum
yang tidak dilaksanakan oleh unit pengusul, seperti :

1. Belum sesuainya mekanisme peraturan mengenai penyusunan
produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan tuntutan struktur
organisasi yang baru. Perubahan struktur organisasi di Sekretariat
Jenderal MPR RI juga memiliki pengaruh terhadap pembentukan
produk hukum. Perubahan struktur dan nomenklatur jabatan
mempengaruhi stakeholders mana yang berperan dalam proses legal
drafting suatu produk hukum. Sehingga meskipun tidak secara
langsung menghambat pembentukan

2. Kurangnya keterlibatan unit pengusul dalam penyusunan produk
hukum khususnya pembahasan tentang substansi, yang berdampak :

» keterlambatan dalam pembentukan produk hukum karena
membutuhkan revisi terhadap produk hukum tersebut
proses semakin lama.

» kekurangan update data dukung saat pengajuan produk
hukum, kesalahan data dalam pengajuan produk hukum,
serta tidak sinkron nya anggaran yang dipergunakan.

3. Terbatasnya SDM baik dari sisi kompetensi maupun jumlah SDM di
Subbagian Peraturan Perundang — undangan dengan banyaknya
produk hukum yang harus dibuat, sehingga jika masih diperlukan
pembahasan lagi data dukung di Sub PUU akan menambah beban
kerja dan tidak efisien waktu.

4. Mekanisme koordinasi terkait alur sampai pada pengesahan
Sekretaris Jenderal belum sesuai SOP. Masih berdasarkan arahan
dari Sesjen pada saat belum adanya perubahan struktur organisasi
terbaru. Sehingga pembubuhan paraf koordinasi hanya masih bersifat
diskresi.

C. Kinerja Organisasi Yang diharapkan
Kinerja organisasi yang diharapkan dengan adanya aksi
perubahan pada penyempurnaan pedoman penyusunan produk hukum
Sekretariat Jenderal MPR RI adalah:

1. Mekanisme penyusunan produk hukum telah disesuaikan dengan
peraturan yang berlaku;

2. Unit pengusul memahami produk hukum yang akan dibentuk, Unit
pengusul terlibat aktif dalam penyususnan produk hokum khususnya
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pembahasan tetang substansi,kegiatan dan anggaran. Bahkan sudah
mempersiapkan draft produk hukum yang dibutuhkan untuk
disesuaikan lago oleh Sub. PUU.

3. Peningkatan kompetensi SDM melalui bimbingan teknis penyusunan
produk hukum, diklat legal drafting dan benchmarking penyunan
produk hukum ke instansi lain;

4. Produk Hukum mengatur mekanisme penerapan SOP dalam
pedoman penyusunan produk hukum;

Apabila kinerja yang diharapkan ini dapat terlaksana, maka dapat
memenuhi target-target yang akan dicapai dalam pembentukan produk
hukum yaitu menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi produk
hukum yang dibentuk, meningkatnya efektivitas pembentukan produk
hukum, terpenuhinya kebutuhan dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan
organisasi, serta terciptanya produk hukum yang lebih berkualitas.
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BAB Il
ANALISIS MASALAH

A. Permasalahan Yang Ada

Upaya meningkatkan kualitas produk hukum di Sekretariat
Jenderal MPR RI telah dilakukan melalui berbagai tindakan, yang salah
satunya melalui tahap perencanaan dalam penyusunan produk hukum,
kKhususnya untuk Peraturan Sekretaris Jenderal. Pada tahap
perencanaan, unit kerja pengusul regulasi terlebih dahulu melakukan
penelitian dan pengkajian terhadap kebutuhan Peraturan Sekretaris
Jenderal dari aspek kesesuaian tujuan dan ketersediaan anggaran
dalam pelaksanaan kegiatan.

Adapun kendala yang dialami selama ini adalah sebagai berikut :

1. Regulasi tentang pembentukan produk hukum belum maksimal
menjawab prosedur penyusunan produk hukum. Pada prakteknya,
pengusulan pembentukan produk hukum masih sebatas berdasarkan
disposisi nota dinas, tidak ada pembahasan dan uji shahih rancangan
regulasi kepada unit kerja dalam hal ini menguji apakah ada resistensi
dalam Pembentukan suatu produk hukum.

2. Kurangnya knowledge pada unit kerja pengusul suatu produk hukum,
sehingga tidak jarang unit kerja pengusul meminta atau mengirimkan
revisi data dukung, hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan yang
seharusnya yaitu suatu permohonan pembentukan produk hukum
diajukan setelah selesai dilakukan pengkajian di unit pengusul.
Kurangnya knowledge ini menyebabkan penyusunan produk hukum
menjadi lebih lama karena terhambat oleh perbaikan-perbaikan data
dukung.

3. Permintaan pembentukan produk hukum yang kurang terencana.
Penyusunan produk hukum dilaksanakan disaat unit membutuhkan
produk hukum tersebut sebagai dasar kegiatannya, sehingga
perencanaan yang kurang terkadang membuat kualitas produk hukum
yang kurang maksimal.

4. Terbatasnya SDM baik dari sisi kompetensi maupun jumlah SDM di
Subbag PUU. Dengan banyaknya produk hukum yang harus di
bentuk, Subbag PUU membutuhkan tambahan SDM baik secara
kuantitas maupun kualitas. Sehingga dibutuhkan tambahan jumlah
SDM serta bimbingan teknis bagi penyusun produk hukum untuk
menambah kompetensi penyusunan produk hukum.

5. Mekanisme koordinasi penyusunan produk hukum belum optimal,
belum disesuaikan dengan SOP yang sudah ada.
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Isu-isu permasalahan di Subbag PUU yang dapat diinventarisir
dan dianalisis menggunakan metode APKL (Aktual, Problematik,
Kekhalayakan, Layak), disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Hasil Analisis Kelayakan Isu berdasarkan metode APKL

No. Masalah A | P | K| L | Keterangan
1. |Belum sesuainya mekanisme | V | V | V | V | Memenuhi
peraturan mengenai penyusunan syarat

produk hukum dengan kebutuhan
tuntutan struktur organisasi yang

baru

2. | Kurangnya keterlibatan unit | V | V V | Tidak
pengusul dalam  penyusunan memenuhi
produk hokum khususnya syarat
pembahasan tentang substansi

3. | Terbatasnya SDM baik dari sisi| V | V V | Tidak
kompetensi maupun jumlah SDM memenuhi
di Subbagian Peraturan Syarat
Perundang-undangan dengan

banyaknya produk hokum yang
harus dibuat

4. | Mekanisme koordinasi | V | V V | Tidak
penyususnan  produk  hokum memenuhi
belum sesuai SOP syarat

5 Hukum vyang dihasilkan belum | V | V V | Tidak
terdokumentasikan dengan baik memenuhi

syarat

Berdasarkan tabel di atas, terapat 1 (satu) masalah yang memenubhi
kriteria Aktual, Problematika, Khalayak, dan Layak No. 1

Keterangan:

A : Aktual

K : Kekhalayak
P : Problematik

Berdasarkan isu aktual yang telah teridentifikasi, selanjutnya
dilakukan proses pemilihan isu dengan analisis kriteria Aktual,
Problematik, Kekhalayakan dan Kelayakan (APKL). Teknik APKL yang
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dibuat adalah teknik yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu

masalah dengan memperhatikan empat faktor, yaitu:

a. Aktual (A), yaitu isu tersebut masih dibicarakan atau belum
terselesaikan hingga masa sekarang;

b. Problematik (P), yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar,
ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari
penyebab dan pemecahannya;

c. Kekhalayakan (K), yaitu isu yang diangkat secara langsung
menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk
kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang;

d. Layak (L), yaitu isu yang masuk akal (logis), pantas, realistis dan
dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang dan tanggung
jawab hingga akhirnya diangkat menjadi isu yang prioritas.

Melalui analisis APKL, sudah ditemukan pokok masalah yang
prioritas sehingga tidak memerlukan analisis USG lagi. Dari analisis
APKL kemudian dibuat Pohon Masalah yang merupakan sebuah
pendekatan yang digunakan dan membentuk pola pikir yang lebih
terstruktur mengenai komponen sebab akibat yang berkaitan dengan
masalah yang telah diprioritaskan. Penyebab waktu penyusunan
peraturan atau produk hukum menjadi lama dapat disajikan pada
Gambar 3.3 dibawah ini:

a. Penyebab Masalah

Belum sesuainya mekanisme peraturan penyusunan produk
hukum dengan kebutuhan organisasi di sekretariat Jenderal MPR RI
menyebabkan waktu penyusunan peraturan atau produk hukum
menjadi lama. Hal tersebut karena :

1. Adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Sekretariat
Jenderal MPR RI berdasarkan Persesjen OTK, sehingga
beberapa ketentuan/norma dalam Peraturan Sekretaris Jenderal
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk
Hukum dilingkungan sekretariat Jenderal MPR RI belum
memenuhi kebutuhan organisasi yang baru. Dengan adanya
perubahan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal MPR R,
maka regulasi lain di Sekretariat Jenderal MPR RI juga
membutuhkan perubahan, salah satunya dalam hal penyusunan
produk hukum.
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2. Penyebab waktu penyusunan peraturan atau produk hukum
menjadi lama juga disebabkan unit kerja pengusul di Sekretariat
Jenderal MPR Rl banyak yang belum memahami
mekanisme/tahapan serta batasan tanggung jawab dalam
penyusunan peraturan perundang-undangan dengan jelas.

b. Akar Penyebab Masalah

Analisis pohon masalah merupakan pendekatan/metode
yang digunakan untuk identifikasi penyebab suatu masalah.
Dengan menggunakan Analisis pohon masalah dapat ditemukan
penyebab. Sehingga mudah diidentifikasi beberapa soludi dan
ditemukan satu solusi prioritas

Gambar 3.1 Pohon Masalah di Subbag PUU

Waktu Penyusunan Peraturan atau Produk Hukum menjadi lebih lama

Akibatnya

Belum sesuainya mekanisme peraturan penyusunan produk hukum

dengan kebutuhan tuntutan struktur organisasi baru
Penyebab

Tim Kerja yang Belum adanya pedoman Belum adanya
telah dibentuk penyusunan produk hokum pemahaman

belum optimal yang sesuai dengan terkait
kebutuhan penyususnan

Setelah ditemukan akar masalah dari analisis pohon masalah
sehingga dicari beberapa alternate solusi masalahnya sesuai table
sebagai berikut:

Dalam analisis adanya masalah terdapat alternatif solusi, sebagai
berikut :
1. Peningkatan kapasitas/kompetensi individu dan team kerja
2. Penyempurnaan penyusunan produk hukum yang sesuai dengan
kebutuhan untuk akselerasi proses legal drafting
3. Sosialisasi Persesjen yang berlaku, termasuk Persesjen yang belum
diberlakukan.
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c. Alternatif Solusi Mengatasi Masalah

Menganalisa setiap permasalahan yang prioritas untuk

menentukan alternatif solusi yaitu dengan mencari akar masalah

Tabel 3.2 Solusi Akar Masalah di Subbag PUU

AKAR MASALAH

ALTERNATIF SOLUSI

Tim kerja yang telah dibentuk belum
optimal karena kompetensi tim yang
tidak merata

Peningkatan
kapasitas/kompetensi
dan team kerja

individu

Belum adanya pedoman
penyusunan produk hukum yang
sesuai dengan kebutuhan

Penyempurnaan pedoman
penyususnan produk hokum
yang sesuai dengan
kebutuhan untuk ekslarasi
proses legal drafting

Belum adanya pemahaman terkait
penyususnan produk hokum dari
unit kerja pemohon

Sosialisasi Persesjen yang
berlaku, termasuk Persesjen
yang belum diberlakukan

Untuk menentukan prioritas pemecahan masalah diatas,dilakukan
analisis dengan menggunakan metode tapisan mc. Namara. Analisis
tapisan ini menentukan tiga kriteria yang dinilai dari setiap alternatif
gagasan yakni kontribusi, kemurahan dan kelayakan. Analisis dengan
menggunakan tapisan mc. Namara dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3 Pemilihan Alternatif Strategi Masalah Pokok dengan Analisa

Mc. Namara
METODE TAPISAN MC NAMARA

No Alternatif Solusi Kontrib| Biaya | Kelaya| Total| Priori
. usi kan tas
1. | Peningkatan 5 4 3 12 [l

Kapasitas/kompetensi

individu dan team kerja
2. | Penyempurnaan 5 5 5 15 I

pedoman penyusunan

produk  hokum  yang

sesuai dengan kebutuhan
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METODE TAPISAN MC NAMARA

yang berlaku, termasuk
Persesjen baru yang
belum diberlakukan

No Alternatif Solusi Kontrib| Biaya | Kelaya| Total| Priori
usi kan tas
untuk akselerasi proses
legal drafting
3. | Sosialisasi Persesjen 5 3 4 12 [l

d. Solusi Mengatasi Masalah

Dari pilihan alternatif tersebut, maka setelah dilakukan
analisis dengan metode Mc. Namara, maka alternatif strategi
untuk mengatasi masalah yang terpilih adalah : Penyusunan Draft
Penyempurnaan Persesjen No 9 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Produk Hukum
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BAB IV
STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

A. Terobosan/Inovasi
Melakukan inovasi dengan penyempurnaan pedoman penyusunan
produk hukum (Persesjen Nomor 9 Tahun 2017) yang merupakan upaya
meningkatkan kualitas regulasi dan kepastian hukum.

a. Mulai dari tahap perencanaan dalam penyusunan peraturan
perundang — undangan yang selama ini belum diterapkan secara
optimal dalam mengajukan permohonan penyusunan produk hukum
antara lain:

» Unit kerja pemohon melakukan pengkajian/pembahasan terhadap
kebutuhan adanya produk hokum dari aspek substansi meliputi
kegiatan dan anggaran

» Adanya Rapat Koordinasi dengan unit pemohon untuk sinkronisasi
nota dinas dan data dukung yang dilampirkan

b. Distribusi produk hukum kerjasama dengan Subbag TU (Hardcopy)
dan Subbag Sistem Informasi menggunakan tehnologi informasi
untuk mengirim informasi melalui sms gateway dengan menggunakan
aplikasi go sms

c. Adanya lembar kendali yang merupakan lembar isian yang berfungsi
sebagai sarana pencatat, penerimaan, penyampaian sekaligus
sebagai bukti penyerahan arsip, kartu kendali dibedakan menjadi dua
yakni kartu kendali surat masuk dan kartu kendali surat

d. Menerapkan proses penyusunan produk hkum sesuai SOP

e. Sosialisasi Produk Hukum selain di Website Setjen, JDIH MPR RI
juga di zoom meeting Apel Pagi

Tabel 4.2 Sebelum dan setelah Aksi Perubahan

NO | Sebelum Aksi Perubahan Setelah Aksi Perubahan

1. Tim Penyusunan Produk | Memaksimalkan fungsi dan
Hukum belum maksimal | tugas Tim Penyusunan Produk
terlibat dalam penyusunan | Hukum untuk membahas
produk hokum, sehingga | penyusunan dan evaluasi
secara komprehensif | peraturan dalam produk hukum.
penyusunannya oleh
Subbagian PUU.
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NO | Sebelum Aksi Perubahan Setelah Aksi Perubahan

2. Belum adanya | Adanya Persesjen baru tentang
penyempurnaan Pedoman | Pedoman Penyusunan Produk
Penyusunan Produk Hukum | Hukum yang sesuai dengan
yang sudah ada kebutuhan  organisasi dan

sebagai acuan proses
penyusunan.

3. Kurangnya keterlibatan unit | Meminimalisir kekurangan dan
pemohon sehingga sering | kesalahan data dukung, karena
terjadi data dukung yang | adanya pengkajian dan
tidak sesuai dan kurang | pembahasan subtansi produk
lengkap dari unit pengusul. | hukum yang dibutuhkan.
Banyak produk hukum yang | Regulasi sudah pasti, baku dan
harus direvisi kembali | mengikat semua unit kerja
setelah disahkan terkait.

4, Belum ada  sosialisasi | Sosialisasi langsung kepada
Pedoman Penyusunan | unit kerja di Sekretariat Jenderal
Produk Hukum secara masif | MPR RI, juga melalu Website

MPR RI, JDHI MPR RI dan
Zoom Meeting

5. Alur  koreksi dan paraf | Alur koreksi dan paraf
kordinasi  belum  sesuai | koordinasi pejabat yang terkait
dengan SOP sesuai SOP dan adanya lembar

kendali untuk mengendalikan
alur proses koreksi dan paraf
koordinasi

6. Distribusi  produk  hukum | Distribusi Produk hukum
kepada unit pemohon belum | bekerjasama dengan Subagian
terkoodinir dengan baik TU Persuratan untuk

menyampaikan produk hokum
secara fisik. Selain itu
bekerjasama dengan Subbagian
Sistem /BSID untuk mengirim
Informasi melalui
SMSGATeWAY dengan
menggunakan aplikasi go sms.

Laporan Aksi Perubahan
“Akselerasi Proses Legal Drafting Melalui Penyempurnaan Pedoman Penyusunan

Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR R

25

I"




B. Tahapan Kegiatan/Milestone

1. Jangka Pendek {dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan kedepan}
a. Konsultasi dengan Mentor
b.  Rapat Internal Bagian Hukum
1. Membentuk Tim
¢ Menetapkan tugas dan kewenangan
¢ Membentuk anggota TIM
e Menetapkan Surat Tugas
2. Mengumpulkan bahan dan data untuk konsep penyusunan
pedoman. Analisa dan evaluasi untuk penyempurnaan produk
hokum.
3. Rapat dengan Tim
e Subbagian TU Persuratan, Ekspedisi dan Penggandaan
e Subbagian Sistim Informasi
e Subbagian Arsip dan Dokumentasi
4. Rapat gabungan Tim efektif Penyusunan Produk Hukum
dan Tim Sosialisasi dan Pendistribusian membahas tugas dan
fungsi tim serta pembahasan draft Persesjen yang akan
disusun
c. Penyusunan Draft oleh Staf Pelaksana untuk selanjutnya
disampaikan ke Kabag Hukum, Biro SDM, Organisasi dan Hukum
dan Biro Pimpinan untuk dikoreksi dan paraf koordinasi, dan
terakhir disampaikan kepada Sekjen untuk disahkan dan
ditetapkan.
d. Penetapan Penyempurnaan Pedoman Penyusunan Produk
Hukum oleh Sekretariat Jenderal MPR RI.
2. Jangka Menengah yang dilakukan dalam 6 (enam) bulan ke depan
* Distribusi Produk Hukum bekerjasama dengan Sub TU
Persuratan mendistribusikan (hardcopy) kepada unit pengusul

dan unit terkait seperti keuangan dll. Serta menginformasikan
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melalui sms gateway menggunakan aploikasi sms

go
bekerjasama dengan Subbagian Sistem Informasi Humas.
Publikasi dan Sosialisai Internal, kepada unit-unit kerja di
lingkungan sekretariat jenderal MPR RI. Baik secara langsung
maupun bekerjasama dengan Kasubbag Sistem Informasi dalam
website MPR RI, JDIH MPR RI dan Zoom Apel Senin Pagi,

gapura.mpr.go.id.

3. Jangka Panjang (yang dilakukan dalam 2 tahun ke depan)

Evaluasi dan monitoring terhadap pedoman penyusunan peraturan

perundang-undangan di Sekretariat Jenderal MPR RI diharapkan

Penyusunan Produk Hukum tertib, kondusif tidak tumpang tindih

sebagaimana di

RB Pokja Penataan Peraturan Perundang -

undangan/Deregulasi.

Tabel 4.3 Rincian Rencana Kegiatan Pelaksanaan Aksi Perubahan

JADWAL KEGIATAN
URAIAN APR JUN | JUL | AGg | SEP FE | OUT
202 2 202 | 202 | 202 | 202 2 2022 2 5 20
2 2 2 2 2 22
1. | Memben Surat
tuk Tim Tugas
Efektif
2. | Rapat Doku
koordina menta
Si tim si foto
fektif dan
pembah daftar
asan hadir
draft
penyem
purnaan
Persesje
n
3. | Proses Draft/
penyusu konse
nan P
Perse
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No | URAIAN JADWAL KEGIATAN ouT
sjen&f
oto

4. | Kartu Doku
Kendali menta
dan Si
proses Foto
koreksi
paraf
koordina
Si

5. | Penetap Perse
an sjen
Perubah
an
Persesje
n Nomor
3 Tahun
2022

tentang
JANGKA MENENGAH (2-6BULAN)

5. | Publikasi Foto
dan

Sosialisa
i Internal

6. | Distribus Foto
i Produk
Hukum

JANGKA PANJANG (1 TAHUN)

7. | Evaluasi Data -
dan data
monitori
ng dari
sosialisa
Si
Perubah
an
persesje

n
|
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C. Sumber daya (Peta dan pemanfaatan)

Dalam menjalankan suatu kegiatan aksi perubahan diperlukan
dukungan sumberdaya dalam menjalankan proses kegiatan. Seperti
berikut dalam tabel:

Tabel 4.4 Sumber daya yang Mendukung Aksi Perubahan
No | Sumber daya Uraian Keterangan
1 Sumber Daya Manusia 1. Mentor Penetapan
2. Subbagian Advokasi dan SK/Surat
- Pembentukkan Tim Efektif Dokumentasi Hukum Tugas
Internal dan pembagian tugas 3. Kasubbag Tata Laksana
/pekerjaan 4. Kasubbag Sistem Informasi
5. Kasubbag TU Persuratan
2 Sarana dan Prasarana a. Perangkat PC/Laptop Mendukung
b. Jaringan Internet pelaksanaan
c. Peralatan komunikasi dan aksi perubahan
dokumentasi
3 Pemanfaatan teknologi informasi a. Website MPR RI Mendukung
b. Smsgateway menggunakan [sosialisasi untuk
aplikasi go sms memberikan
c. Web JDIHMPR RI informasi
d. Zoom Meeting ApelPagi tentang Produk
Hukum
4 Anggaran a. Biaya kegiatan rapat Mendukung
koordinasi proses
b. Honor Narasumber perencanaan
c. Honor Tim dan penyusunan
produk hukum
Setelah identifikasi jenis stakeholders, kemudian stakeholders
tersebut dipetakan menurut interest dan influence dalam matriks

stakeholders :

Gambar 4.3 Peta Stakeholder pada masing-masing QuadranGambar

)

1. Eimpinan dan Anggota MPR
2. Deputi Bidang Pengkajian dan

Pemasyarakatan Konstitusi

AW

Kepala Biro

Kepala Biro Ummum
Kepala Biro Keuangan, dan

Perencanaamn

Ao

Kepala Biro Sekretariat Pimpinan

Persidangan.
Peamasyarakatan dan Konstitusi
Kepala Biro Pengkajian Konstitusi

sstien MPR R
Kepala Biro Bimueinan.

REP R

S0
Kepala Bagian Hulkum
Subbagian PUU

BN awn

sStaf Pelaksana

Kepala Biro SDM, Qrganisasi dan

Subbaeg Advokasi dan Dokumentasi

SJ3p|OYRYEIS 40 UBNUIYIMOg

a. PPNPMN
2. BPK

1. nspektorat
2. Biro Keuansan, dan Berencanaan.
3. Subbasian

4. Jabatan Fungsional diluar Bagian Hulkum

Interest of stakeholders
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Keterangan :

1. KUADRAN | (Latents)
Merupakan kelompok stakeholder yang mempunyai pengaruh besar
tetapi kepentingannya terhadap proyek perubahan rendah. Kelompok ini
merupakan Pejabat Es. Il, Pejabat Eselon Il dan IV(pengusul Produk
hukum).

2. KUADRAN Il (Promoters)

Merupakan kelompok stakeholder yang mempunyai pengaruh besar dan
kepentingannya terhadap proyek perubahan juga tinggi. Kelompok ini
merupakan ‘pelaku utama” dalam menjalankan proyek perubahan
perubahan Sesjen MPR, Deputi, Kepala Biro SDM, Organisasi dan
Hukum, Kabag hokum, Ksbg. PUU, Ksbg. Advokasi Hukum.

3. KUADRAN Il (Defenders)
Merupakan kelompok stakeholder yang memiliki pengaruh kecil tetapi
memiliki kepentingan yang tinggi terhadap proyek perubahan, mereka
mendapatkan manfaat dari output databse internal dikarenakan
peningkatan pelayanan. Kabag Umum, Ksbg. Umum, Pegawai staf.
Umum, Staf Khusus Pimpinan dan TA Pimpinan.

4. KUADRAN IV (Apathetics)
Merupakan kelompok stakeholder yang mempunyai pengaruh kecil dan
kepentingannya juga kecil terhadap proyek perubahan PPNPN,
Pramusaji, Satuan Pengamanan Masyrakat Umum.

Bisnis Model Canvas adalah sebuah strategi dalam manajemen
berupa visual chartyang terdiri dari 9 elemen. Strategi ini disusun dengan
tujuan untuk menjabarkan ide dan konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk
visual. Sederhananya, pengertian bisnis model canvas adalah kerangka
manajemen untuk memudahkan dalam melihat gambaran ide inovasi dan
realisasinya secara cepat. Dalam aksi perubahan Akselerasi Proses Legal
Drafting Melalui Penyempurnaan Pedoman Penyusunan Produk Hukum dalam
model bisnis canva adalah sebagai berikut:
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Gambar 4.4 Bisnis Model Canvas Penyusunan Produk Hukum

Designed far- Designed by: Date: Viersion:
Business Model Canvas Sefien MPR Rl Assyifa Fadilla Juni 2022 | Click
“-to-add-
== & Bui 2 _ _ .
Key Partners ::Qp 3 Key Activities !E;\w 6 Value Propositions 5= l Customer Relationships | 5 f'\_ Customer Segments
1. Analisis dan inventarisir pengajuan Menyusun Peraturan Sekretariat 1. JDIHMPR Internal:
4 leori produk hokum Jenderal MPR RI Nomor 3 Tahun .
1. Unit kerja pengusul 2. Rapat koordnasipembahasan et | 5055 rentang Pedoman 1. Pimpinan MPR RI
; i ; tuiuan d duk hok leniang Lesoman i i i
dan unit kerja terkait danaan anitpenaved Penyusunan dan Evaluasi Produk 2. Unit Kerja Pengusul di
2. Peiabat pengampu 3 Pembahasan draf Hukum di Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal MPR
4. Harmonisasi MPRRI: RI
5. Proses pengesahan dan penetapan 1. Tercapainya kesamaan .
6. Sosialisasi pemahaman dalam 3. Biro Keuangan dan,
7. Evaluasi produk hokum penvusunan produk hokum di Perencanaan,
lingkungan Setien MPR RI _ 4. Inspektorat
Key Resources - ﬁ, 2. Terwujudnyva konsistensi dan Channels - 2
- kejelasan proses penyusunan
1. Pelaksana di Subbagian PUU produk hukum 1. Sosialisasikan produk hukum Eksternal:
sebagai penyusun produk hukum 3. Tercapainya efekiifitas dan yang bersifat umum melalul 1. BPK

2. Data dan Informasi dari pengusul efisiensi penyusunan produk Smsgateway, Zoom Meeting '
3. Narasumber kegiatan konsultasi hukum di lingkungan Setien ApelPagi, JDIH MPR Rl dan 2. DJKN
4. Unit Kerja-Unit Keria Pengampu MPRRI Web Setien MPR
5. Anggaran 2. Surat Edaran

#Rapat-rapat Koordinasi

»Narasumber 7 3 1

*Honor Tim Analisis dan Evaluasi

Penyusunan Produk Hukum =

Cost Structure

1. Rapat - rapat koordinasi

Ro. 7.500.000 -
Diambil dari RAB

== Rp.3.400.000-
2. Honorarium Narasumber Konsultasi Produk Hukum = Rp. 900.000,-
3. Honor Tim Analisis dan Evaluasi Penyusunan Produk Hukum == 15 Org x Rp. 500.000 - =

Revenue Streams

terbatasnva SDM, sehingaga lebih cepat menvelesaikan penvusunan produk hukum yang baru.
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D. Manejemen Risiko

Manajemen resiko merupakan proses kegiatan yang dilakukan
semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko dalam
pelaksanaan aksi perubahan yang sudah direncanakan. Manajemen
resiko adalah penerapan fungsi manajemen secara umum untuk
memetakkan masalah dan solusinya.

Potensi masalah yang mungkin timbul di proyek perubahan ini

diantaranya adalah :

* Waktu yang terbatas untuk menyelesaikan penyusunan pedoman ini
dikarenakan kesibukan Sekretaris Jenderal dan unit Kerja
pengampu, memperhatikan hal tersebut, solusi dengan dibuat
pentahapan dalam prosesnya.

« SDM di Biro Hukum vyang terbatas dapat disikapi dengan
permohonan bantuan untuk penambahan personil ke Sekjen atau
memaksimalkan tugas tim efektif.

 Adanya resistensi dari Unit Kerja yang terkena dampak dari
penyempurnaan pedoman penyusunan peraturan perundang -
undangan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan kerja sama dan
koordinasi yang baik dengan stakeholder.
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BAB V
PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN

A. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

1. Membangun Integritas

Integritas  adalah  mutu, sifat, dan keadaan yang
menggambarkan kesatuan utuh, sehingga sehingga memiliki
potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
Integritas adalah salah satu kunci kesuksesan setiap individu
karena individu yang berintegritas merupakan pribadi yang
konsisten dalam menjalankan nilai-nilai dan norma yang berlaku.
Salah satu syarat utama seseorang dikatakan memiliki integritas
tinggi adalah komitmen. Pelaksanaan aksi perubahan memerlukan
komitmen bersama stakeholder eksternal dan internal pada
Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai lokus dari aksi perubahan
yang bertema “Akselerasi Proses Legal drafting Melalui
Penyempurnaan Pedoman Penyusunan Produk Hukum”. Tentunya
aksi perubahan ini akan dapat dicapai jika semua stakeholder terkait
mempunyai komitmen dan integritas dalam mencapai output yang
telah ditetapkan.

Integritas merupakan sebuah tolok ukur fundamental untuk
kepemimpinan. Dengan demikian seorang pemimpin harus
memimpin dengan integritas, kejujuran dan berpegang pada nilai-
nilai organisasinya. Para anggota tim ingin mengetahui apakah
pemimpin mereka dapat dipercaya. Mereka harus merasa yakin
bahwa sang pemimpin memperhatikan kepentingan setiap anggota
tim dan sang pemimpin harus menaruh kepercayaan bahwa para
anggota timnya melakukan tugas tanggung-jawab mereka. Cara
terbaik untuk membangun kepercayaan para anggota timnya adalah
dengan terus mempertahankan integritas. Ada komponen
pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu
pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM vyang terdiri dari enam komponen pengungkit, yaitu
Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan
Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas
Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Penguatan Kualitas
Pelayanan Publik.

Dalam mewujudkan komitmen dan integritas untuk mewujudkan
aksi perubahan ini, diawali dengan meminta persetujuan dan
dukungan dari Mentor terkait aksi perubahan yang akan

__________________________________________________________________________________________________________________________________|
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dilaksanakan pada Skretariat Jenderal MPR RI. Mentor yang
dimaksud disini merupakan Kepala Bagian Hukum MPR RI yang
memiliki peranan yang sangat besar dalam mendukung dan
mewujudkan tercapainya aksi perubahan ini.

2. Pengelolaan Budaya Pelayanan

Untuk pencapaian tujuan reformasi birokrasi secara optimal,
tentunya peran pemimpin dalam berbagai instansi menjadi penting
dan strategis. Kepemimpinan dalam birokrasi menjadi tolak ukur
keberhasilan dari reformasi birokrasi. Perubahan terhadap budaya
yang ada dalam birokrasi menjadi tantangan tersendiri bagi
pengambil kebijakan. Dibutuhkan kepemimpinan yang visioner dan
penuh tanggung jawab terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.
Disinilah peran pemimpin dibutuhkan untuk mencari cara yang
memungkinkan seseorang melihat nilai dalam perubahan yang
diperlukan. Dalam hal ini, pemimpin harus mampu memengaruhi
orang lain untuk merubah budaya lama ke budaya baru agar
tercapai kesuksesan dalam suatu organisasi.

Pengelolaan budaya pelayanan merupakan cara pemimpin
untuk melakukan sesuatu dalam organisasi dimana dapat
memengaruhi kinerja organisasi. Perubahan diperlukan untuk
mengatasi hambatan dan tantangan, salah satu pendorongnya yaitu
karena adanya produk hukum yang menjadi acuan dari penyusunan
produk — produk hukum. Subbagian Peraturan Perundang -
undangan melakukan perubahan mekanisme dalam pelaksanaan
layanan percepatan penyusunan produk hukum di lingkungan
Sekretariat Jenderal MPR RI.

Anggota tim kerja ini terdiri dari beberapa orang dengan latar
belakang yang berbeda-beda. Diperlukan kerjasama dan
pengelolaan tim kerja yang baik sehingga dapat mencapai hasil
yang diharapkan. Langkah-langkah pengelolaan tim kerja sehingga
memperoleh hasil yang optimal, antara lain.

a. Menjalin komunikasi yang baik.
Anggota tim perlu mengetahui perkembangan dan informasi
terbaru mengenai kegiatan yang dilaksanakan, tujuan dan batas
waktu penyelesaian pekerjaan. Komunikasi dilakukan untuk
membangun koordinasi dan memberikan masukan terhadap
pelaksanaan tugas yang diberikan sehingga dapat dicarikan
alternatif penanganan bila ditemukan permasalahan.

b. Membangun hubungan kerja yang positif.

'
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Salah satu cara untuk mengelola tim efektif dilakukan dengan
mengenal anggota tim kerja sehingga hubungan kerja akan
terarah dengan lebih baik. Seorang Leader perlu mengenal
kompetensi dari anggotanya dalam pemberian tugas terkait aksi
perubahan.
Pekerjaan yang telah dilakukan oleh anggota tim dalam
pelaksanaan tugasnya harus diapresiasi untuk mebangun
kepercayaan diri dan memberikan semangat. Seorang Leader
harus terus mampu mendorong kreativitas dan memastikan
semua anggota tim mengetahui tujuan yang akan dicapai
nantinya.

d. Mendelegasikan kepada orang yang tepat.
Seorang Leader mampu untuk mengenal anggotanya lebih baik,
baik dari segi kemampuan dan kekuatan dari masing-masing
anggotanya. Setiap anggota dapat bekerja dengan maksimal jika
pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan minat dan
kemampuannya. Agar tim kerja bekerja dengan produktif maka
pendelegasian tugas kepada anggota harus tepat sesuai dengan
kemampuan atau kompetensinnya.

e. Mengatasi konflik
Apabila dalam pelaksanaan aksi perubahan mengalami konflik
maka harus dicari akar permasalahannya dan ditemukan solusi
pemecahan masalahnya. Konflik yang diabaikan akan
memberikan pengaruh negatif terhadap pelaksanaan aksi
perubahan.
Pemilihan anggota dalam tim kerja aksi perubahan ini didasarkan
pada kompetensi dari masing-masing individu disesuaikan dengan
tugas pokok dan fungsi dalam kegiatan keseharian dilingkungan
Sekretariat Jenderal MPR RI. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan
aksi perubahan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif
singkat ini dan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Tim kerja
aksi perubahan dituangkan dalam Surat Tugas tentang
Pembentukan Tim Aksi Perubahan untuk proses Penyempurnaan
Pedoman Penyusunan Produk Hukum dan Sosialisasi Pedoman
Penyusunan Produk Hukum.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Inovasi Aksi Perubahan yang dilakukan Subbagian Peraturan
Perundang — undangan yaitu dengan Penyempurnaan Pedoman
Penyusunan Produk Hukum dengan menyusun Persesjen sampai

'
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dengan penyebaran informasi kepada unit- unit kerja melalui
sosialisasi Persesjen tersebut, selain langsung dalam kegiatan
Sosialisasi kepada unit kerja di Sekretariat Jenderal MPR RI juga
memanfaatkan Teknologi Informasi kerjasama dengan Subbagian
Sistem Informasi Bagian Humas yaitu melalui Sms gataway,
Website Setjen, JDIH MPR RI dan Zoom Meeting Apel Pagi. Yang
sebelumnya belum pernah dilakukan untuk memastikan dan
mempercepat penyampaian informasi kepada unit — unit kerja di
lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.

4. Pengelolaan Tim

Aksi perubahan ini tidak akan dapat dilakukan sendiri oleh
Leader, diperlukan keterlibatan orang lain yang tergabung dalam
sebuah tim kerja. Tim kerja harus memiliki komitmen yang tinggi
untuk bekerjasama dengan penuh rasa tanggung jawab guna
mewujudkan tujuan bersama. Tahapan pembentukan tim efektif
berdasarkan Bruce Tuckman adalah:

1) Forming, pemahaman tentang tujuan dan struktur tim;

2) Storming, memperkuat perjanjian tahapan sebelumnya dan
penyesuaian;

3) Norming, setiap anggota melakukan tugas dan fungsi masing-
masing;

4) Performing, pemantau dan pemeliharaan sistem serta norma
(peran aktif dari anggota tim); dan

5) Adjourning , pemberian apresiasi terhadap capaian anggota tim
untuk kemajuan Bersama.

Gambar 5.5 Bagan Aksi Perubahan

-
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Tabel. 4.5 Tabel Tugas dan Fungsi Tim Efektif

> Perwakilan

No. | Tim Kerja Unit Kerja Tugas dan fungsi
1. | Tim Penyusunan » Subbagian menyiapkan,
Penyempurnaan Peraturan menyusun
Produk Hukum Peraturan penyempurnaan
Perundang- Pedoman
undangan Penyusunan Produk

Hukum di

dari unit Keri Lingkungan
d?‘lr.' UT(' €12 | Sekretariat Jenderal
HINGKUNGAN 1 \1pp R melalui
Setjen MPR L
rapat koordinasi dan
RI :
kegiatan
penyuluhan produk
hukum.

2. | Tim Sosialisasi » Subbagian Menyiapkan proses
dan Advokasi dan | distribusi Produk
Pendistribusian Dokumentasi | Hukum di

Hukum Lingkungan Setjen
. MPR RI melalui
> Subbagian SMS Gateway dan
Persuratan, engantaran
Ekspedisi dan P
Penagandaan langsung oleh
99 petugas ekspedisi
> Subbagian persuratan, serta
Sistem melakukan
Informasi sosialisasi terhadap

stakeholders
melalui Web Setjen,
JDIH MPR dan
Zoom Meeting Apel
Pagi.

B. DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

1. Capaian Dalam Tahapan Output Inovasi

Setelah proses kepemimpinan berjalan sesuai dengan alur tahapan
(milestone) dalam aksi perubahan pada jangkla pendek dan setelah
melalui serangkaian kegiatan dalam aksi perubahan terdapat sejumlah
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capaian hasil perubahan terhadap rencana perubahan dapat dirinci
sebagai berikut ini:

Tahap I: Persiapan Perencanaan Aksi Perubahan

Pada tahap persiapan terdapat 2 kegiatan yaitu: 1) Konsultasi
dengan mentor tentang jadwal kegiatan aksi perubahan sesuai
mailstone, dan 2) Konsultasi dengan Mentor terkait dengan rancangan
anggaran belanja (RAB) aksi perubahan. Tahapan ini dijelaskan dalam
uraian berikut ini:

a. Konsultasi dengan Mentor

Konsultasi dengan Kepala Bagian Hukum sebagai mentor
tentang draft Persesjen Penyempurnaan Pedoman Penyusunan
Produk Hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI dan
pembentukan Tim Efektif utuk mendukung Aksi Perubahan yang
dilaksanakan pada tanggal 20 April 2022. Kegiatan di ruang Kabag
Hukum Sekretariat Jenderal MPR RI. Output kegiatan konsultasi
adalah draft perubahan Persesjen.

Gambar 5.6 Konsultasi dengan Mentor di Ruang Kerja Kabag Hukum
pada tanggal 20 April 2022

b. Rapat Internal Bagian Hukum
. Membahas Persesjen tentang Pedoman Produk Hukum
untuk dilakukan penyempurnaan sesuai arahan Mentor. Menganalisa
peraturan dan mengevaluasi peraturan yang sudah ada dan yang
akan ditambahkan. Terdapat lebih dari 50% pasal yang akan
|
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ditambahkan sehingga sesuai arahan Kabag Hukum untuk dibuat
Persesjen baru menggantikan Persesjen Nomor 9 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum.

Gambar 5.7 Rapat Internal Bagian Hukum Pembahasan Draft
Penyempurnaan Persesjen dan pembentukan Tim Efektif di Ruang Kerja
Kabag Hukum pada tanggal 25 April 202

Gambar 5.8 Pembahasan Draft Penyempurnaan Persesjen di Ruang Kerja
Kabag Hukum pada tanggal 26 April 2022

Tahap II: Pembentukan Tim Efektif

Tahapan berikutnya adalah pembentukan Tim Efektif pada
hakekatnya adalah proses untuk menyusun personalia sebagai
anggota kerja yang terlibat dalam aksi perubahan, yaitu dengan
membangun komitmen terhadap aksi perubahan.

Tim ini terdiri dari lintas unit kerja yang diharapkan mampu

memberikan kontribusi dan masukan serta dapat memiliki terhadap
|
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bebrapa hal yang akan dibangun melalui aksi perubahan ini.
Beberapa unit kerja yang tergabung menjadi 2 (dua) Tim Kerja

adalah sebagai berikut:

Gambar 5.9 Surat Tugas Tim Efektif Aksi Perubahan

® =

S

SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TUGAS
NOMOR 274F/B-1V/04/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMAD JAYA, S.IP.,Si.

NIP : 1970026 199803 1 010

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tingkat I, IV/b

Jabatan : Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum

Dengan kepada Pegawai iat MPR RI yang namanya tersebut

dalam lampiran. Terhitung mulai bulan Mei s.d. Juni 2022 untuk ikut serta dalam
melaksanakan aksi perubahan sebagai Tim Efektif dengan tema: “Akselerasi Legal Drafting

i P purnaan P Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal
MPR RI” yang diajukan oleh Sdr. Assyifa Fadilla, S.H. NIP. 1980221 200912 2 001,
Jabatan: Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan, Bagian Hukum, Biro SDM,

Organisasi dan Hukum dalam rangka mengikuti Pelati K H Peng
Tingkat TV.

Uraian Tugas masing-masing Tim Efektif adalah:

Tim1 : Tim Penyusunan Penyempurnaan Produk Hukum :
menyiapkan dan menyusun penyempurnaan Pedoman Penyusunan Produk
Hukum di Li iat Jenderal MPR RI melalui rapat koordinasi
dan kegiatan penyuluhan Produk Hukum;

Tim2 : Tim Sosialisasi dan Pendistribusian :
menyiapkan proses distribusi Produk Hukum di Lingkungan MPR RI melalui
SMS Gate away dan ! oleh ekspedisi persuratan
pada jan Per Ekspedisi dan serta melakukan

i h e di li gan MPR RI dan Sckretariat

Jenderal.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Jakarta, 25 April 2022
+TEOSEARR P, SDM, Organisasi dan

\{ 2/, S.IP.,Si.
Tembusan, Yth: B

Sesjen MPR RI
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LAMPIRAN SURAT TUGAS No. ....
Daftar Nama Tim Efektif Aksi Perubahan

Akselerasi Legal Drafting Melalui ronasn 3 Produk
Hukum di L E imt ul Majelis Rakyat
Republik Indonesia

[~o NAMA T JABATAN ‘ FABATAN DALAM
™™

Kepala Bagian Hukum, Biro SDM, Organisasi
1 Muhamad Jaya, S.1P., M Si i = Pengarah
dan Hukum, Deputi Bidang Administrasi

Mentor/ |

2. | Indro Gutomo,S.H., MLH. Kepala Bagian Hukum, Biro SDM, Organisasi

dan Hukum, Deputi Bidang Administrasi | .
P o | Penanggung jowab

Kepala Subbagian Peraturan Perundang - ) o
3. | Assyifa Faditla, s.31. undangan, Bagian Hukum. Biro SDM. Penggagas Aksi
Organisasi dan Hukum, Deputi Bidangs Perubahan
Administrasi
A. Tim Penyusunan Penyempurnann Produk Hulkum
Kepala Subbagian Perat Ketua
Assyifa Fadilla, S.H. X
Bidang
olaan Kajian dan Anggota
, ) ngelolann Kajian dan
2. | Susilowatil, s. ire Ponglaginn
ng Pengkajian dan
Kepala Subbagian Program dan Kerjasama, Anggota
Yohanes ot Bagian inlisas,
3. dan K i,
sap. = 3
Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan
Konstitusi
Kepala Subbagian Tata Laksana, Bagian Angzotn
4. | Nur Fitriyani, S.H Organisasi dan Tata Laksana, Biro SDM,
o Hulkum, Deputi Bidang
A
ke Fastandy. s1p | Kepalu mgian  Organisasi ,  Bagian | Anggota
5. | Frananda Rizky Fastandy, S.IP. | 500, an Tatm Laksana, Biro SDM.
MGPP. Organi n  Hukum, Deputi Bidang
Administrasi
- “Analis Peraturan  Perundang-Undangan  dan | Anggota B
Rancangan Peraturan
6. | Helena Primsa Ginting, S.H. -

B. Tim Sosialisasi dan Pendistribusian

R Kepala jan Advokasi dan Dy i [ Ketua
1. | Muhamad Kurnia, S.H., MH. | Hukum, Bagian Hukum, Biro SDM, Organisasi
dan Hukum, Deputi Bidang Administrasi

Dhina Kurnia Winanda, Kepala Subbagian Sistem Informasi, Bagian | Anggota

2. Sistem Informasi Dan Data, Biro Hubungan
AMd. Masyarakat dan Sistem Informasi, Deputi Bidang
Administrasi

Kepala Subbagian Formasi, Pengembangan Dan | Anggota
3 | Reny Adiastianil, S.IP. Jabatan Fungsional, Bagian Sumber Daya

Manusia, Biro SDM, Organisasi dan Hukum,
Deputi Bidang Administrasi

Pengolah  Data,  Subbagian  Persuratan, | Anggota
dan ian

dan Kearsipan, Biro SDM, Organisasi dan

Hukum, Deputi Bidang Administrasi

4. Dwi Agustinah, A.Md.

P i Anggota
s Lo P isi dan Bagian

N Persuratan dan Kearsipan, Biro SDM, Organisasi
dan Hukum, Deputi Bidang Administrasi

Pengelola Database, Subbagian Data, Bagian | Anggota

6. | Rizal Muslim, A. Md. Sistem Informasi Dan Data, Biro Hubungan
Masyarakat dan Sistem Informasi, Deputi Bidang
Administrasi

Penyusun Data dan Informasi , Subbagian Data, | Anggota
7. | Firly Septian, SXom. Bagian Sistem Informasi Dan Data, Biro
- Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi,
Deputi Bidang Administrasi

Pengadministrasi Umum, Subbagian Advokasi | Anggota
8 | Monnicha Resqueen, S11. dan Dokumentasi Hukum, Bagian Hukum, Biro
SDM, Organisasi dan Hukum, Deputi Bidang
Administrasi
Vanessa Meir G i Umum, fan Peraturan | Anggota
S.H., M.H. Perundangan, Bagian Hukum, Biro SDM,
9. Organisasi dan Hukum

Jakarta, 25 April 2022
o SDM, Organisasi

£ /

VOERRADIS A, S0 5.
Langkah membangun komitmen dalam aksi perubahan adalah
langkah untuk menyamakan persepsi terhadap semua
komponen yang terlibat dalam aksi perubahan ini, antara lain :
1. Kegiatan rapat dengan Subbagian TU berlangsung pada
tanggal 27 April 2022 bertempat di ruang rapat TU
Persuratan dan Penggandaan. Output kegiatan ini adalah
__________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Pernyataan Dukungan terhadap aksi perubahan dengan
siap mendukung proses penyebaran produk hukum melalui
TU Persuratan, Ekspedisi dan Penggandaan kepada unit
kerja di lingkungan Setjen MPR RI.

Gambar 5.10 Rapat bersama TU Persuratan, ekspedisi dan Penggandaan
di Rg. Rapat TU pada tanggal 27 April 2022

™ .

2. Kegiatan Rapat dengan Subbagian Sistem Informasi
berlangsung pada tanggal 28 April 2022 bertempat di
Ruang Rapat Bharana Graha Lt 2. Output kegiatan ini
adalah Pernyataan Dukungan terhadap aksi perubahan,
dengan adanya sosialisasi penyempurnaan pedoman
penyusunan produk hokum melalui Website Setjen, Zoom
Meeting Apel Senin Pagi dan Website JDIH MPR.

'
Laporan Aksi Perubahan

“Akselerasi Proses Legal Drafting Melalui Penyempurnaan Pedoman Penyusunan

Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI ” 37



Gambar 5.11 Rapat bersama Subbagian Sistem Informasi di Rg.
Rapat Gd. Bharana Graha Lt. 2
pada tanggal 28 April 2022

Tahap Il Koordinasi

Laporan Aksi Perubahan
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Tahapan koordinasi adalah kegiatan penjelasan
tentang jadwal kegiatan dan rincian tugas masing-masing
anggota Tim Efektif/ kerja. Dilanjutkan dengan
pembahasan draft dan konsep Persesjen yang akan
disusun. Kegiatan berlangsung pada tanggal 30 April
2022. Kegiatan bertempat di Ruang Rapat Bharana
Graha Lt 2. Output kegiatan adalah ketetapan jadwal aksi
perubahan dan ketetapan rincian tugas pada setiap
anggota Tim Efektif dan Draft Persesjen tentang
Pedomaan Penyusunan Produk Hukum.

Gambar 5.12 Rapat Tim Efektif pada tanggal 12 Mei 2022 di Rg.
Rapat Gd Bharana Graha Lt. 2
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Tahap IV: Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan aksi perubahan terdiri dari:

a. Penyusunan Draft Persesjen Nomor 3 Tahun 2022
tentang Penyempurnaan Pedoman Penyusunan dan
Evaluasi Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat
Jenderal MPR RI mencabut Persesjen Nomor 9 Tahun
2022 tentang Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan
Sekretariat Jenderal MPR RI di Ruang Bagian Hukum.
Hasil kegiatan tersebut berupa draft atau konsep
Persesjen.

b. Terlaksananya penyusunan draft dan konsep Persesjen
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Produk
Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI yang
dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2022. Kegiatan
tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Bharana Graha Lt
2. Hasil dari kegiatan tersebut yaitu hasil uji coba dan
rekomendasi penyempurnaan.

'
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Gambar 5.13 proses penyusunan Produk Hukum di Rg
Subbagian Peraturan Perundang — undangan pada tanggal 25 Mei
2022

c. Konsultasi dengan Mentor Draft Persesjen Nomor 3
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi
Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR
RI dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2022, bertempat di
ruang Subbag Peraturan Peundang - undangan. Output
yang dihasilkan yaitu tersusunnya Produk Hukum.

Gambar 5.14 konsultasi mentor hasil penyusunan Persesjen di Rg
Subbagian Peraturan Perundang - undangan pada tanggal 25 Mei 2022

d. Sosialisasi Penyempurnaan Pedoman Penyusunan
Produk Hukum Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal
20 Juni 2022 melalui Zoom Meeting Apel Pagi dan Sms
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Gateway, output dari kegiatan ini adalah
tersosialisasikannya Persesjen Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Produk
Hukum kepada Unit — unit Kerja di lingkungan Sekretariat
Jenderal MPR RI.

Tahap V: Evaluasi Aksi Perubahan

Kegiatan yang telah dilaksanakan tentunya
terdapat kelebihan dan kekurangan, maka perlu adanya
evaluasi seberapa baik aksi yang telah dilaksanakan.
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada jangka panjang, jika
terdapat kekurangan tentu pada bagian tersebut akan
diperkuat dan ditingkatkan. Maka evaluasi menjadi
penting untuk dilaksanakan.

Tahap VI: Penulisan Pelaporan

Laporan Aksi Perubahan

Serangkaian kegiatan yang telah dilakukan wajib
dilaporkan kepada mentor dan atasan mentor termasuk
segala kekurangan dan kelebihannya. Kegiatan ini
dilaksanakan di Rg. Kabag Hukum selaku Mentor tanggal
1 Juni 2022, dengan adanya laporan ini dapat dijadikan
dasar dalam pengambilan kebijakan yang akan datang.

Dari setiap rangkaian kegiatan Aksi Leader
mengontrol secara cermat kepada Tim Efektif dan
mengikuti serta memantau perkembangannya apakah tim
tersebut sudah bekerja sesuai dengan peran masing-
masing. Setiap kegiatan dikendalikan dan dikontrol
dengan baik disertai bukti-bukti dari hasil sebuah
kegiatan secara valid dan harus dapat didokumentasikan
secara cermat dan rapih sebagai fungsi menggerakkan
(actuating) sebagaimana dalam unsur manajemen,
sebagai seorang pimpinan aksi. Dalam melaksanakan
tahapan demi tahapan aksi leader sebagai pimpinan
melaksanakan prinsip-prinsip  kepemimpinan  yang
diuraian pada bagian lain.

Dengan demikian realitas kerja yang disajikan
dalam bentuk bukti-bukti yang valid adalah bentuk
integritas dan akuntabilitas seorang pemimpin. Integritas
bermakna melaksanakan kegiatan yang disertai bukti
yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dan

“Akselerasi Proses Legal Drafting Melalui Penyempurnaan Pedoman Penyusunan
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akuntabilitas bermakna segala apa yang dilakukan dapat
dipertanggungjawabkan didukung kemampuan
melaksanakan kepemimpinan dan mekanisme kerja.
Sebagai bukti kepemimpinan dalam melaksanakan suatu
aksi perubahan dengan berdampak pada terbangunnya
integritas dan akuntabilitas, diuraikan pada bab yang
berbeda.

Dengan  memperhatikan  capaian  setelah
pemanfaatan Persesjen Pedoman Penyusunan Produk
Hukum hubungan antar unit kerja sebagaimana tersebut
di atas maka keberlanjutan terhadap penyempurnaan
Persejen ini akan terus dilakukan pada tahapan jangka
menengabh.

Tabel 5.5 Capaian dalam perbaikan kinerja organisasi

NO | Ruang Lingkup/ | Tahapan Molestone | Tanggal Capaian/Output
Kegiatan

1. | Pesetujuan Konsultasi dan Persesjen | Berkas
Rancangan Aksi | Koordinasi dengan Nomor 3 Persesjen
Perubahan atasan langsung Tahun

(Mentor) 2022

2. | Rapat Rapat membahas 18 A Surat Tugas
Koordinasi penyempurnaan Tim Efektif
internal Bagian | Persesjen dan
Hukum Pembentukan Tim

3. | Rapat Perencanaan Rancangan
Perencanaan Penyempurnaan draft draft Persesjen
Penyempurnaan | Persesjen/membedah
draft Persesjen | pasal perpasal
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NO | Ruang Lingkup/ | Tahapan Molestone | Tanggal Capaian/Output
Kegiatan
4. | Rapat 1. Subbag TU 1. 27 April | Foto dan daftar
Koordinasi Persuratan 2022 hadir
dengan Tim-tim ekspedisi dan
efektif dari Unit- Penggandaan
unit kerja mebahas
pendukung AKsi pendistribusian
Perubahan Produk Hukum
2. Subbag Sistem 2. 28 _
Informasi Apri
berkoordinasi I
sosialisasiproduk 202
hokum melalui 2
tehnologi
informasi
5. | Rapat dengan | Menyusun draft 12 Mei Foto dan daftar
seluruh Tim persesjen hasil rapat | 2022 hadir
Efektif internal bagian
hokum dan unit-unit
dalam Tim Efektif,
6. | Peyusunan Pembentukan Draft 25 Mei Persesjen
Produk hukum Persesjen untuk 2022 untuk dibubuhi
diajukan kepada paraf
Kabag Hukum/Mentor koordinasi
olehpejabat
pengampu
7. | Proses Penetapan oleh 30 Mei Persesjen
pengesahan Sesjen 2022 Nomor 3 Tahun
Persesjen 2022 tentang
Pedoman
Penyusuna dan
Evaluasi
Penyusunan
Produk Hukum
di Lingkungan
Sekretariat
Jenderal MPR
RI
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2. Perbaikan Sistem Pelayanan

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU No.25 Tahun
2009). Intinya pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas

yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya
kepada stakeholder dalam mewujudkan peningkatan kualitas
kehidupan stakeholder sekaligus memberikan kepuasan

kepada stakeholder yang dilayani.

salah satu cara peningkatan pelayanan publik yaitu
dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung
terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada publik.
Diharapkan dengan penerbitan kebijakan mengenai
peningkatan pelayanan publik itu akan semakin mendorong
terciptanya kualitas pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Salah satu tujuan dari pembuatan kebijakan itu untuk
mengubah image dan citra pelayanan publik selama ini yang
cenderung berbelit-belit, boros dan memakan waktu yang lama.
Sehingga, dengan adanya standar yang baku diharapkan pada
akhirnya nanti stakeholder akan semakin terpuaskan dengan setiap
layanan yang diberikan oleh pemerintah.

Di samping itu adalah dengan membuat kebijakan standar
proses penyusunan produk hukum. Standar pelayanan minimal
merupakan sebuah kebijakan publik yang mengatur jenis dan mutu
pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap stakeholder secara
minimal. Untuk Standar Pelayanan Minimal pada Sekretariat
Jenderal MPR RI berdasarkan SOP (sebagai tolok ukur).
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Gambar 5.15 Stakeholders sebelum Aksi Perubahan
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Gambar 5.16 Stakeholder sebelum Aksi Perubahan
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Strategi mempengaruhi  Stakeholder, dengan memperhatikan
kelompok stakeholder di atas, strategi untuk mempengaruhinya sebagai
berikut:

1. Terhadap kelompok PROMOTORS yaitu kelompok yang memiliki
kepentingan terhadap program dan juga kekutan untuk membant
membuatnya atu sebaliknya.

Strategi yang dipersiapkan :

- Komunikasi dengan cara memberikan informasi untuk
meyakinkan behwa kegiatan yang diusulkan sangat diperlukan
dan berguna.

- Hal hal vyang dikomunikasikan antara lain dengan
menyampaikan maksud, tujuan, manfaat, output yang
dihasilkan serta impact dari proyek perubahan

- Menyampaikan dukungan — dukungan yang diperlukan untuk
suksesnya aksi perubahan, misalkan dukungan anggaran dan
motivasi kepada tim

2. Terhadap kelompok DEFENDERS vyaitu kelompok yang tidak
memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungan
dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi
program.

Strategi yang dipersiapkan :

- Komunikasi dengan memberikan motivasi bahwa kegiatan
aksi perubahan ini harus dilaksanakan karena berkaitan
dengan tugas pokok di unit kerja yang memerlukan produk
hukum sebagai dasar kegiatan.

- Melibatkan dalam diskusi pembahasan perencanaan dan
evaluasi pembentukan produk hukum.

3. Terhadap kelompok LATENTS vyaitu kelompok yang memiliki
kepentingan khusus maupun terlibat dalam program, tetapi memiliki
kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka menjadi
tertarik.

Strategi yang dipersiapkan :

- Membangun komunikasi dengan memberikan informasi
mengenai maksud, tujuan, manfat, output yang dihasilkan

- Bersikap baik
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4. Terhadap kelompok APATHETICS kelompok yang tidak memiliki
kepentingan maupun kekuatan, bahwa tidak mengetahui adanya
program

Strategi yang dipersiapkan :

Memberikan informasi seperlunya agar mengikuti semua ketentuan
dari kegiatan Aksi Perubahan ini.

3. Manfaat Aksi Perubahan

Adanya penyempurnaan pedoman penyusunan produk hukum
dalam kegiatan aksi perubahan ini terhadap proses pembentukan
produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI terdapat
beberapa manfaat antara lain:

a) Dalam bidang administrasi diharapkan Subbag Peraturan
Perundang -undangan dapat melakukan tugas pokok secara
lebih efektif dan efisien.

b) Menjadi pedoman dilingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI
dalam penyusunan produk hukum khususnya Persesjen dan
Surat Keputusan Sekretaris Jenderal MPR RI.

c) Dalam bidang reformasi birokrasi, tersusunnya Peraturan
Sekretaris Jenderal dan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal
yang berkualitas, tidak bertentangan dengan peraturan
perundang — undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum
serta mempunyai kedayagunaan hokum.

d) Dalam bidang peningkatan kinerja organisasi diharapkan AKsi
Perubahan ini mampu meningkatkan kompetensi dan
Kemampuan Teknis Tim Penyusun Peraturan Sekjen dan
Keputusan Sekjen.

Tabel 5.6 Perbandingan sedelum dan sesudah adanya Persesjen
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan dan
Evaluasi Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR
RI

NO Sebelum Sesudah

Penyusunan Produk Hukum belum
maksimal terlibat dalam
perencanaan pembentukan produk
hukum.

1. | Tim Analisis dan Evaluasi | Mengoptimalkan fungsi Tim Analisis

dan Evaluasi dalam proses
Penyusunan Produk Hukum, tidak
hanya berfokus pada penyusunan
Peraturan Sekretariat Jenderal saja.

2. | Pengajuan produk hukum bersifat

Adanya rapat koordinasi antara unit
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NO

Sebelum

Sesudah

komprehensif oleh  Subbagian
PUU, belum melibatkan unit kerja
pengusul dalam pembahasan
produk  hukum yang akan
dilakukan evaluasi. Pembentukan
produk hukum hanya berdasarkan
nota dinas pengajuan saja.

kerja yang membidangi urusan hukum
dengan unit pengusul membahas
usulan produk hukum.

Belum diatur tentang klausul
analisis dan inventarisir terhadap
produk hukum .

Adanya analisis dan inventarisir
terhadap usulan produk hukum.

Proses penyusunan produk
hukum belum ada pembubuhan
paraf koordinasi dari pengampu
jabatan.

Tiap produk hukum melalui koreksi dan
paraf koordinasi oleh pengampu
jabatan yaitu Subbaggian PUU, Kabag
Hukum, Biro SDM, Organisasi dan
Hukum, Deputi Bidang
Administrasi/Biro Pimpinan.

Sosialisasi belum terlaksana

secara masif.

Sosialisasi dilaksanakan melalui
tehnologi  informasi  seperti  Sms
Gateway, Web Setjen, JDIH dan Zoom
Meeting Apel Pagi,

dan
produk

Proses pengesahan
pendistribusian  dalam
hukum belum terkendali

Adanya Kartu Kendali dalam proses
penyusunan produk hukum untuk
melihat alur perjalanan produk hukum
hingga mendapatkan pengesahan

Belum mengatur
evaluasi produk hukum

mengenai

Mengatur pedoman untuk melakukan
evaluasi terhadap produk hukum yang
telah ada

Dalam prosesnya penyempurnaan pedoman penyusunan produk
hukum dengan melakukan perubahan 50% dari substasi yang ada di
Persesjen Nomor 9 Tahun 2017 sehingga peraturan tersebut perlu
dicabut dan membentuk Persesjen baru dengan menambah 23 pasal
serta 17 ayat. Perubahan alur proses penyusunan produk hukum

adalah sebagai berikut:

Laporan Aksi Perubahan
“Akselerasi Proses Legal Drafting Melalui Penyempurnaan Pedoman Penyusunan

Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI”

48




Tabel 5.7 Perbandingan alur pengesahan produk hukum

Persesjen Nomor 9 Tahun
2017

Persesjen No 3 Tahun 2022

1. Proses penyusunan
produk hukum kurang
perencanaan dan
koordinasi antara unit
pengusul dengan unit
penyusun produk
hukum, sering banya
koreksi dan revisi
sehingga tidak efektif
dan efisien, sebagai
berikut :

» Pengajuan produk
hokum (nodin dan
disposisi) oleh
pengusul

» Penyusunan mengacu
pada uraian nota dinas
dan data dukung
terlampir. Jika data
dukung sesuai
selanjutnya dibuat
draft dan konsepnya,
dan jika masih
terdapat kekurangan
dan ketidaksesuaian
dengan tujuan dan
anggaran maka
dikembalikan kepada
unit pengusul.

» Proses pengesahan
melalui beberapa
koreksi dan paraf
kordinasi pengampu
jabatan, jika ada
koreksi dikembalikan
kepada unit penyusun
dan kemudian
diperbaiki.

» Proses pengesahan

1. Perencanaan dan koordinasi
antara unit pengusul dan unit
penyusun produk hukum
mengurangi koreksi dan revisi,
sebagai berikut :

» Pengajuan produk hukum (nodin
dan disposisi)

» Rapat koordinasi antara unit
pengusul, tim analisis dan
evaluasi produk hokum dan

penyusun, sehingga
perencanaan produk hokum
lebih terencana, terarah,

terpadu dan terkoordinasi
secara substansi.

» Adanya proses analisis dan
inventarisir produk hukum yang
akan disusun. Sehingga dapat
merincikan kepada unit
pengusul terkait hal yang di
emvaluasi agar unit pengusul
memahami substansi aturan
yang akan dipakai oleh unitnya.

» Proses penyusunan produk
hukum oleh unit penyusunan

produk hukum untuk
menyamakan persepsi
penyusunan dan kebutuhan unit
pengusul.

» Proses pengesahan melalui
beberapa koreksi dan paraf
kordinasi pengampu jabatan

» Penetapan oleh Sesjen MPR RI
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sampai dengan
penetapan oleh
Sesjen MPR RI

C. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Tindak lanjut kegiatan jangka pendek dengan menetapkan target
capaian jangka menengah dan panjang

Pada bagian ini akan dijelaskan upaya yang menjamin
keberlanjutan Aksi Perubahan. Sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya pada tahapan jangka menengah dan tahapan jangka
panjang masih perlu ditindaklanjuti untuk kesempurnaan aksi
perubahan ini. Dan aksi perubahan dari penyempurnaan sudah
dilaksanakan sejak dietapkannya Persesjen Nomor 3 Tahun 2022.
Pada bulan Juni sudah terbit 1 (satu) Persesjen dan 7 (tujuh) Surat
Keputusan Sesjen, berikut beberapa Produk Hukum yang sudah
diterapkan setelah adanya Persesjen Nomor 3 Tahun 2022 sebagai
berikut:

Gambar 5.17 Data Surat Keputusan Sesjen per-bulan Juni

-
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Aksi Perubahan dalam jangka pendek yang telah dicapai memiliki
rangkaian aksi perubahan dalam jangka menengah dan panjang.
Secara garis umum dapat digambarkan pencapaian jangka pendeknya
dan kelanjutan jangka menengah dan panjang:

1. Capaian jangka pendek
» Capaian jangka pendek dapat disebutkan sebagai berikut:

a. Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI yang sudah di
tandatangani dan di sahkan Sesjen MPR RI

b. SK Tim Penyusunan Produk Hukum

c. Proses penyusunan sudah sesuai SOP dapat dilihat pada
lampiran paraf koordinasi dan kartu kendali

d. Pendistribusian Produk Hukum melalui TU Persuratan,
Ekspedisi dan Penggandaan

2. Capaian jangka menengah

Target capaian jangka menengah yaitu uji coba penerapan
Persesjen, serta soft louncing berupa sosialisasi kepada unit —
unit kerja Peraturan Sekretaris Jenderal 3 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum di
Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Dan menjadikan
Persesjen tersebut sebagai acuan dalam pengusulan produk
hukum dari unit kerja di Sekretariat Jenderal MPR RI.

Setelah adanya Peraturan Sekretaris Jenderal MPR RI
diharapkan dapat memberikan dapat meningkatkan kualitas
pelayanan terlaksananya prosedur pelayanan pembentukan
produk hukum dengan baik, meningkatkan kepastian ketepatan
waktu penyelesaian berkas permohonan, efisiensi terhadap
waktu dan tenaga karena pekerjaan dapat terlaksana secara
simultan.

Implementasi  Persesjen tentang Pedoman Penyusunan
Produk Hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR R,
terlaksananya Aksi Perubahan dalam proses penyusunan produk
hokum, antara lain :

v Adanya Tim Analis dan Evaluasi Penyusunan Produk

Hukum Sekretariat Jenderal MPR RI (Nomor 70K Tahun

2022) untuk membantu proses penyusunan produk hukum

di lingkunga setjen MPR RI
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Gambar 5.18 Surat Keputusan Sekjen Tim Analisis dan
Evaluasi Penyusunan Produk Hukum

sE RAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70K TAHUN 2022
TENTANG
TIM ANALISIS DAN EVALUASI
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,
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Rakyat, Dewan Porvakian Rakyn( Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Peraturan

v' Sudah diberlakukan lampiran kartu kendali sebagai tolok
ukur waktu proses pengesahan produk hukum melalui
paraf koordinasi para pejabat pengampu, sehingga
tercatat tiap tahap pembubuhan paraf koordinasi di setiap
pejabat pengampu. Dari Bagian Hukum, Biro SDM,
Organisasi dan Hukum selanjutnya Biro Sekretariat
Pimpinan dan terakhir pengesahan dan Penetapan
Sekretaris Jenderal MPR RI.

Gambar 5.19 Lembar Kendali

< RETARIAT JIEN QAL
MAJ LIS

MUSYA RAKYAT
PUBLIK INDONESIA
SUBBAGIAN PER. \|| RAN PERU Nl)\N SUNDANGAN
IAGIAN HUKU

LEMBAR KENDALI BERKAS

|Konier Sy SESTEN (APE #1 HOMOF (60 TAWOH 2000 TU REPUB AATS  ATAS
|£¥ cECTENM HOMM0R. 670 TAMUT 5002

PAPO PECOEAL A Fotec Tiros

5300 / B-(V/ W17 /06 prosa
26 _taen 2052

Paraf Koordinasi Sclosat ’
Juni S0
|

Laporan Aksi Perubahan
“Akselerasi Proses Legal Drafting Melalui Penyempurnaan Pedoman Penyusunan
Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI ”



v Adanya evaluasi produk hukum dengan updating
peraturan sebagai dasar hukum tebitnya peraturan baru
yang berhubungan dengan Peraturan yang ada di
lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI

Gambar 5.20 Konsultasi permohonan evaluasi SK oleh
Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi tanggal 12 Juni 2022
di Rg Rapat Biro SDM, Organisasi dan Hukum

v' Penggugahan/sosialisasi  produk  hukum dengan
Teknologi Informasi bekerjasama dengan Subbag Sistem
Informasi

Gambar 5.21 Sosialisasi Persesjen melalui SmsGateway
dan JDIH MPR RI

SDM: Penyesuaian radius lokasi
presensi online dapat dilihat
pada tautan s.mpr.go.id/
LokasiPresensiMPR

Laporan Aksi Perubahan
“Akselerasi Proses Legal Drafting Melalui Penyempurnaan Pedoman Penyusunan
Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI ” 53



=550
S @ HOME  JENIS DOKUMEN v  BERTA  TENTANG KAMI v
cam
P Sek is J d I Maijelis P y
Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Ped: Peny dan Evaluasi Produk Hukum di
sl pdn iat Jenderal Majelis P 2 PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
Rakyat Republik Indonesia >
jakarta 2022.05.30
Bentakis
g Lompiran
Hukum Tata Negara -
sex at Mrajeris
n Rakyat Republik Keterongan Stotus
T.£U BADAN
Tipe Jenis
Nama Pengarang Pengarans Pengarans
Ba

susjEx

d SEKRETARAT ENDERAL {4 Senin, 20 Juni 2022

A5 7 MAJELS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
il REPUBLIKINOONESIA 1060215895063 Bseyenémp goid
P =
AR

Publikasi + Pengumuman

Organisast internal

g

a
i
)
T Koperasi Korpr Oharma
m—%u— Wanita

——y uu:m"gn.r-
by o O0M- - (0 b i 20220090 Wi

", o
" v o b

Poraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun
2022tentang Pedoman Penyusunan dan
Evoluas! Produk Hukum

Aplkasi Penunjong kera ¢ )

o —

iy W e 1

e 0 Satin PR sebogalsana unluk

oyt kegilondan My

| ), il i sk
RS V[ e

Laporan Aksi Perubahan
“Akselerasi Proses Legal Drafting Melalui Penyempurnaan Pedoman Penyusunan
Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI ” 54



e ]
/()| Gapura Setjen MPRRI

o IR MO
Peraturan Sekretaris Jenderal
Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan dan
Evaluasi Produk Hukum

v" Pendistribusian produk hukum lebih terkoordinir dengan
penyampaian hardcopy kepada unit kerja pemohon dan
unit kerja terkait

Gambar 5.22 Pendistribusian Produk Hukum hardcopy oleh tim
ekspedisi

-
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3. Capaian jangka panjang

Evaluasi dan monitoring terhadap implementasi Persesjen
Pedoman Penyusunan Produk Hukum maupun produk hokum
dilingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI jika diperlukan, dan
analisa apa saja hambatan percepatan proses penyusunan.

\ /
PERNYATAAN KOMITMEN MENGIMPLEMENTASIKAN
AKSEPERUBATAN PASCA PELATIHAN

Yang bertanda tangan &i bawalh ini ;

1. Nama : ASSYIFA FADILLA, S0 M.H
NP 14810221 200912 2 00|
Panghat / Gol. Rwang < Penata Tingkat 17111 d
Jabatan < Kepala Subbaginn Peraturan Perundang-undangan
Peserta ikl CPRE Angkatan IV Talwn 2022 Setjen MPR RI

Judal Laporan Aksi Perubaban ;

“Akselerasi Proses Legal Drafting Melalui Penyempurnaan Pedeman
Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI™

Dengan ini menyatakan keenitmen schagai berikea :

I, Bahwa Aksi Pervhaban yang merupakan indikntoe pencapainn hasil Pelatiban Kepemimpinan
Pengawas akan diintegrasikan dalam Sasaran Kinerja Pegawai, schingga memenuhi keberlanjutan
dalam pencapaian milestanes jangka pendek dan jangka panjang.

Bersedia dan sanggup untuk menyekesaikan dan menindaklanjuti target pencapaian milesfones aksi

perubaban jangka ahi dan jangka panjang karena sejainn dengan visi dan misi organisasi,

3. Akan melaporkan hasil Implementasi Aksi Perubahan jangkn menengah dan jangka panjang
kepada Penyelenggara Pelatiban Kepemimpinan yang bersanghutan,

e

Demikian surat Pernyatann Komitmen ini dibuat dengan sebenarmya dan bersedin untuk dilsksanakan

dengan penub tanggung jnvab,
Jakarta,  Juni 2022
Mengetahuy,
Mentor
INDRO GUTOMO, S.H.. MH. ASSYIFA FADALLA, S.H.
NIP. 197410312002121002 NIP. 198102212009122001
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PENUTUP

A. KESIMPULAN
Demikianlah laporan Aroyek Perubahan ini di susun dalam rangka

menempuh Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tingkat IV
Kementerian Pertanian Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan
Pertanian (PPMKP) dengan Aksi Perubahan “Akselerasi ProseslLegal
Drafting Penyempurnaan Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan

Sekretariat Jenderal MPR RI”. Kesimpulan yang dapat di sampaikan

dalam pelaksanaan proyek perubahan ini antara lain :

1. Aksi perubahan dapat terlaksana karena dukungan, komitmen dan
kerjasama dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh atas keberhasilan
aksi perubahan ini, khususnya rekan-rekan Bagian Hukum, BSID,
Bagian SDM khususnya Subbagian TU Persuratan, Ekspedisi dan
Penggandaan, Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi merupakan
stakeholder utama.

2. Adapun output yang dihasilkan dari aksi perubahan ini berupa :

a. Terbitnya Persesjen Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum di Sekretaiat Jenderal
MPR RI, sebagai acuan dan tatacara pengusulan produk hokum di
setjen MPR RI;

b. Adanya proses perencanaan, analisis dan inventarisir sebelum
pembentukan produk hokum, dan pendistribusian produk hukum
lebih terkoordinir; dan

c. Sosialisasi dengan Tehnologi Informasi kepada unit kerja di
Sekretariat Jenderal MPR RI.

3. Outcome yang dicapai atas output aksi perubahan sebagaimana di
sebutkan di atas yaitu Persesjen Nomor 3 Tahun 2022 merupakan
sebagai pedoman dan acuan untuktercapainya pemahaman dalam

penyusunan produk hokum, keterpaduan, konsistensi dan kejelasan
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proses pengajuan dan pengesahan produk hokum di lingkungan Setjen
MPR RI. Diharapkan proses penyusunan lebih efektif dan efisien waktu.
4. Capaian atas aksi perubahan ini adalah mendapatkan dukungan dari
para stakeholder baik internal maupun eksternal di setiap tahapan
pelaksanaan aksi perubahan sehingga aksi perubahan dapat berjalan
dengan lancar. Bahkan stakeholder yang semula dalam kelompok
latent dapat di tarik menjadi stakeholder utama pada lintas unit kerja
eselon 1 (Deputi), dalam hal ini adalah Deputi Bidang Administrasi dan
Deputi Bidang Konstitusi, yang membawahi Biro Persidangan dan
Sosialisasi, Biro Pengkajian, Biro Perencanaan dan Keuangan dan Biro
Umum, Biro Humas dalam rangka mendukung pelaksanaan proses

pembentukan produk hukum di sekretariat Jenderal MPR RI

B. REKOMENDASI
Agar keberhasilan Aksi perubahan ini tetap berkesinambungan,

maka output yang di hasilkan dalam aroyek perubahan tetap
membutuhkan dukungan, kerjasama dari para pihak terkait serta
komitmen dari pimpinan. Dalam rangka Pembentukan Produk Hukum
yang pasti baku dan mengikat bagi semua unit kerja, maka evaluasi dan
monitoring produk hokum harus dilakukan oleh unit terkait, Tim Anaalisis
dan Evaluasi Produk Hukum dan Unit Kerja Pembetuk Produk Hukum di
Sekretariat Jenderal MPR RI.
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DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia No. 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah oleh
Persesjen Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi danTata Kerja
Sekretariat Jenderal MPR RI

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat IV.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
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DAFTAR LAMPIRAN

1. Persesjen Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan dan

Evaluasi Produk Hukum

SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PEDDHAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pembentukan produk
hukum serta dalam rangka tertib administrasi hukum dan peningkatan
kualitas produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI, periu
dilakukan penyeragaman prosedur pembentukan produk hukum secara
terencana, terarah, terpadu, dan terkoordinasi;

b. Bahwa pedoman penyusunan produk hukum dilakukan berdasarkan cara
dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mampu
menciptakan produk hukum yang berkualitas di Lingkungan Sekretariat
Jenderal MPR RI;

c. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 9 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Sekretariat Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sudah tidak sesuai

organisasi iat Jenderal

dengan dan

MPR RI yang terbanu;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

b dan c, peru mengganti Peraturan Sekretaris Jenderal sebagaimana

dimaksud pada huruf ¢, dan tentang Pedoman

dan Evaluasi Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis

Permusyawaratan Rakyat Repubiik Indonesia.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

3.Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pimpinan Majelis

Permusyawaratan

-19-

(3) kesesuaian materi muatan Instruksi dengan peraturan perundang-
undangan dan AUPSB; dan

(4) kesesuaian materi muatan dengan alasan pembentukan Instruksi

(5) Pencabutan Instruksi dilakukan oleh Sesjen MPR RI dengan menetapkan
perintah pencabutan

Penyampaian Hasil Evaluasi
Pasal 46

(1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang hukum
hasil Evaluasi kepada Sesjen MPR RI dengan tembusan kepada pimpinan
unit terkait.

(2) Daiam hal Evailuasi Produk Hukum diusuikan oleh Unit pengusul, hasil
Evaluasi disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang
membidangi hukum kepada Pimpinan Unit pengusul.

(3) Hasil Evaluasi Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Tata cara penulisan produk hukum Sekretariat Jenderal mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait teknik penyusunan

dan jenis, dan bentuk naskah
dinas, serta peraturan terkait tata naksah dinas yang beriaku di lingkungan
Sekretariat Jenderal MPR RI.

Pasal 48
Pada saat peramran ini mulai beriaku Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis
Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Pedoman Produk Hukum Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak bertaku.

Pasal 48

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETAI

JENDERAL,

Dr. MA'RUF CAHYONO, S.H., M.H.

2. Surat pernyataan dukungan dari pejabat Setjen MPR RI

» Sesjen MPR RI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H

NIP : 19670429 199503 1 001

Pangkat / Golongan Ruang ~ : Pembina Utama, IV/e

Jabatan : Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia

Unit Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia

bahwa saya Aksi F Sdr. ASSYIFA
FADILLA, SH., MH. dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan dan Pengawas Tingkat
IV dengan Tema." Akselerasi Proses Legal Drafting Melalui Penyempurnaan
Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR

RI™.

Demikian Surat Pernyataan agar dibuat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, Juni 2022

Dr. Ma’ruf Cahyono S.H., M.H.

Laporan Aksi Perubahan
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» Deputi Bidang Administrasi

» Deputi Bidang Konstitusi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama . Drs. YANA INDRAWAN, M.Si.

NIP : 19620723 198802 1001

Pangkat / Golongan Ruang ~ : Pembina Utama Madya, IV/d

Jabatan Pl Deputi Bidang Pengkajian dan
Pemasyarakatan Konstitusi

Unit Kerja : Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan
Konstitusi Sekretariat Jenderal MPR RI

Menyatakan bahwa saya mendukung sepenuhnya Aksi Perubahan ASSYIFA
FADILLA, S.H., M.H. dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan dan Pengawas Tingkat
IV dengan Tema. “Akselerasi Proses Legal Drafting Melalui Penyempurnaan

Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Lingk iat | MPR
RI".

Demikian Surat Pernyataan agar dibuat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, Juni 2022

)

Drs. YANA INDRAWAN, M.Si.

Laporan Aksi Perubahan
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»  Biro Sekretariat Pimpinan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : HERIHERAWAN, S.H.

NIP : 19670429 199503 1 001

Pangkat / Golongan Ruang ~ : Pembina Utama Muda, IV/c

Jabatan . Kepala Biro Sekretariat Pimpinan

Unit Kerja . Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal
MPRRI

Menyatakan bahwa saya ds hnya Aksi Perubahan ASSYIFA

FADILLA, S.H., M.H. dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan dan Pengawas Tingkat
IV dengan Tema. “Akselerasi Proses Legal Drafting Melalui Penyempurnaan
Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR
RI".

Demikian Surat Pernyataan agar dibuat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2022

r

HERI HERAWAN, S.H.

> Biro Persidangan, Pemasyarakatan dan Konstitusi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : DYASTASITA WB, S.Sos,
NIP : 196908021998031013 —
=
Pangkat / Golongan Ruang ~ : Pembina Utama Muda, IV/c §
Jabatan : Kepala Biro Persi dan P Ml E
Konstitusi =
Unit Kerja . Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan 1=
Konstitusi

P

Menyatakan bahwa saya mendukung sepenuhnya Aksi Perubahan ASSYIFA
FADILLA, S.H., M.H. dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan dan Pengawas Tingkat
IV dengan Tema. “Akselerasi Proses Legal Drafting Melalui Penyempurnaan
Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR
RI".

Demikian Surat Pernyataan agar dibuat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2022

— PP

DYASTASITA WB, S.Sos

Laporan Aksi Perubahan

“Akselerasi Proses Legal Drafting Melalui Penyempurnaan Pedoman Penyusunan
Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI ”



> Kabag Set. Wakil Ketua MPR RI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Iwan Herawan, 8.S0s., M.Si

NIP 1 197307221997031001

Pangkat / Golongan Ruang ~ : Pembina Tingkat |, IV/b

Jabatan . Kepala Bagian Sekretariat Wakil Ketua MPR RI
Unit Kerja . Biro Sekretariat Pimpinan

Menyatakan bahwa saya mendukung sepenuhnya Aksi Perubahan ASSYIFA
FADILLA, S.H., M.H. dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan dan Pengawas Tingkat
IV dengan Tema. “Akselerasi Proses Legal Drafting Melalui Penyempurnaan
Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR
RI".

Demikian Surat Pernyataan agar dibuat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, Juni 2022
‘ y
/

Iwan Herawan, S.Sos., M.Si

» Kabag Perencanaan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama . Rharas Esthining Palupi, S.H., M.H
NIP :198107082003122001

Pangkat / Golongan Ruang ~ : Pembina Tingkat I, IV/b

Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan

Unit Kerja . Biro Perencanaan dan Keuangan

Menyatakan bahwa saya mendukung sepenuhnya Aksi Perubahan ASSYIFA
FADILLA, S.H., M.H. dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan dan Pengawas Tingkat
IV dengan Tema. “Akselerasi Proses Legal Drafting Melalui Penyempurnaan
Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Lingk K iat Jenderal MPR
RI".

Demikian Surat Pernyataan agar dibuat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2022

Rharas Esthitjing Palupi, S.H., M.H.

Laporan Aksi Perubahan
“Akselerasi Proses Legal Drafting Melalui Penyempurnaan Pedoman Penyusunan
Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI ”
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di dan Hukum, Deputi Bideng Administrasi
niangan, Bogian ok, Bifs SOM.
3. | Assyifa Fadila, S.H. MH. u um, Biro
Dalam rangka aksi Proses Logal Drafting Melalui STumens: sin E ey Dol ey
i
Produk Hukum di Lingkungan Sokretariat s m Ansks Advoksel :m:unmsmm Avokasl
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" bbagian Kearsipan dan Dokumentasi,
Har/Tanggal  : Rabu, 11 Mei 2022 6. | Dedeh Haryati, 5.Sos., M.Si. mn Porsuratan dan Kiarsipan, B0 SOM,
Waktu . Pukul 10,00 WIB s.d. selesai Organisasi dan Hukum, Deputi Bidang
Tempat :  Ruang Rapat Biro SDM, Organisasi, dan Hukum Pranata Kearsipan, Subbagian Kearsipan dan
Acara :  Rapat Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pedoman 7. | Randy Setio, A.Md. Dokumentasi, Bagian
Penyusunan dan Evaluasi Produk Hukum Kosspan: Biro SDM, Organisasl dan Hukum,
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Hukum, Biro
8. | Monnicha Resqueen. S.H. soum'am Frid kuB":nm Hukum,
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105 | dnkad, A ke Kunlpm Biro SOM, omnwmuaum
Administrasi (C
Pranata Restorasi Arsip, sawqun Kearsipan
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-
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3. Rapat Tim
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